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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan
dengan baik.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran
dari visi dan misi Kepala Daerah ‘Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Mandiri, Religius, dan
Terdepan)’ Renstra ini juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan
daerah.”

Renstra Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang
berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan sektor transportasi daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran,
strategi, serta program dan kegiatan yang menjadi fokus penyelenggaraan urusan perhubungan di
Kabupaten Tabalong

Seiring dengan perubahan dinamika pembangunan, peningkatan kebutuhan mobilitas
masyarakat, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Dinas Perhubungan perlu
memperkuat peran dan arah kebijakannya. Oleh karena itu, dalam periode perencanaan 20252029,

Dinas Perhubungan menetapkan tujuan strategis baru, yaitu:

“Mewujudkan layanan transportasi daerah yang terhubung,

berkeselamatan, dan berkelanjutan.”

Rumusan tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan untuk memperkuat
konektivitas antarwilayah, meningkatkan keselamatan transportasi, serta mendorong
penyelenggaraan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah
berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra ini — khususnya kepada Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tabalong, serta
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perangkat daerah, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan yang telah memberikan
masukan dan dukungan teknis.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem transportasi daerah
yang terintegrasi, aman, efisien, dan berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Agustus 2025

Kepala Dinas Perhubungan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780508 199612 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan, serta menjadi instrumen penghubung antara dokumen perencanaan

jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan tahunan (Renja dan RKPD).

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029
dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan sektor transportasi yang masih menghadapi berbagai
tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana transportasi darat,
keterhubungan antarwilayah yang belum optimal, meningkatnya kebutuhan terhadap keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan, serta perlunya modernisasi layanan uji kendaraan dan sistem
manajemen transportasi yang berbasis digital. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan angkutan
umum dan dukungan terhadap operasional infrastruktur transportasi juga menjadi kebutuhan

penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, Kabupaten Tabalong memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor
transportasi, baik transportasi darat maupun udara. Dukungan infrastruktur yang terus meningkat,
serta pengoperasian Bandara Warukin sebagai salah satu simpul konektivitas regional, menjadi
peluang strategis dalam memperkuat posisi Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang semakin

terbuka, terhubung, dan berdaya saing di kawasan Kalimantan Selatan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, khususnya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dokumen
ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perencanaan sektoral, tetapi juga merupakan bagian
integral dari sistem pembangunan daerah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah,

yaitu:
“Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Mandiri, Religius, dan Terdepan).”

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berpedoman pada berbagai
regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

|
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Secara khusus, Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong memiliki nilai strategis, antara lain: sebagai
pedoman arah pembangunan sektor perhubungan selama lima tahun; sebagai instrumen untuk
menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan daerah; sebagai alat evaluasi kinerja perangkat
daerah melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK); serta sebagai wujud

akuntabilitas Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-
2029 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam
kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan; memberikan arah dan pedoman
dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan agar konsisten dengan RPJMD; menjamin
sinkronisasi pembangunan sektor transportasi dengan perangkat daerah lainnya serta dengan
pemerintah provinsi dan pusat; menjadi dasar pengukuran kinerja Dinas Perhubungan secara
objektif, terukur, dan berorientasi hasil (outcome); serta mendukung terwujudnya visi pembangunan

daerah Kabupaten Tabalong.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Tabalong Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5052);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5236).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5459)
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19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;

22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138)

23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 tahun 2018
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1213);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerah

27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenlaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Instrumen Hukum
Lainnya;

31. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor : 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas
Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi, validasi dan
inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenlaktur perencanaan Pembangunan dan

keuangan daerah

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 4
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029



32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

36. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 69;

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025—

2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang

memberikan arah, pedoman, dan kerangka strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perhubungan, dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di

sektor transportasi darat, udara, serta pelayanan pendukung lainnya yang menjadi kewenangan daerah,

sehingga menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras
dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, sekaligus mendukung pencapaian agenda
pembangunan nasional dan provinsi.

Ruang lingkup Renstra juga mencakup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah koordinasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, yaitu:

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, yang berfungsi memberikan pelayanan pengujian berkala
kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan, kelayakan teknis, dan kepatuhan terhadap standar
lingkungan.

2. UPTD Bandar Udara Warukin, yang berperan dalam pengelolaan dan pengoperasian bandar udara
sebagai simpul transportasi udara untuk mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, dan
pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini tidak hanya
ditujukan bagi Dinas Perhubungan secara umum, tetapi juga untuk memperkuat peran UPTD sebagai
bagian integral dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Tabalong.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor

perhubungan di Kabupaten Tabalong secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
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2. Menyelaraskan rencana pembangunan bidang transportasi dengan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam RPJIMD 2025-2029 serta mendukung pencapaian
RPJMN 2025-2029 dan RPIMD Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan dalam periode lima tahun
berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

4. Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian
pembangunan transportasi daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong ke dalam arah kebijakan dan
strategi pembangunan sektor perhubungan yang lebih operasional dan terukur.

2. Merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
Dinas Perhubungan untuk mendukung tercapainya layanan transportasi daerah yang
terhubung, berkeselamatan, dan berkelanjutan.

3 .Menjamin konsistensi Renstra Dinas Perhubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan
nasional, provinsi, dan kabupaten, khususnya RPJMN, RPIMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan
RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas
Perhubungan sekaligus sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja perangkat
daerah.

5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan
pelayanan transportasi publik yang selamat, terhubung, dan berdaya saing.

6. Mendukung terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang berkeselamatan dan
berkelanjutan, guna meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang
dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Tabalong.

7. Menjadi instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong,
termasuk UPTD yang berada di bawahnya, selama periode 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini memuat antara lain :
1.  Latar Belakang
2. Dasar Hukum

3. Maksud dan Tujuan
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4.  Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

Pada bab ini memuat antara lain :

1.  Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
a.  Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan
b.  Sumber Daya Dinas Perhubungan
¢.  Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
d.  Kelompok Sasaran
e. Mitra

2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan
a.  Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
b. Isus

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat antara lain :

1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun

2025 - 2029

2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun

2025 - 2029

3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

4.  Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat antara lain :

a  Program Perangkat Daerah
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b.  Kegiatan Perangkat Daerah

c.  Sub kegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu
indikatif
d.  Sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

e.  Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

f.  Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BABV PENUTUP
Pada bab ini memuat antara lain :
a. Kaidah pelaksanaan

b.  Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan urusan urusan pemerintahan daerah.
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melalui Surat Keputusan Bupati
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, yang meliputi subsektor transportasi
darat, perhubungan udara, lalu lintas dan angkutan jalan, serta layanan penunjang lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan
fungsi :

. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan

. Pelaksanan kebijakan bidang perhubungan

. Pelaksanan administrasi bidang perhubungan

a
b
c. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
d
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD

f.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

g. Pelaksanan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Unsur — unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Pimpinan
2. Sekretariat
3. Bidang Sarana dan Prasarana
4. Bidang Angkutan dan Multimoda
5. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan (LLK)
6. UPTD
7. Jabatan Fungsional
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub bagian umum dan kepegawaian

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :

a. Seksi Perparkiran

b. Seksi Terminal
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Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan terdiri atas :

a. Seksi Keselamatan

b. Seksi Manajaemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Bidang Angkutan dan Multimoda terdiri atas :

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek,Barang dan Multimoda

Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas :

a. UPTD Kendaraan Bermotor

® Sub Bagian Tata Usaha

b. UPTD Bandar Udara Warukin

® Sub Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

—

Jabatan Fungsional

Sekretaris

Kasubag
Perencanaan
&Keurfmgan

Kasubag umum dan
kepegawaian

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional

Jabatan
Fungsional

Bidang
Sarana & Prasarana

Kasi Perparkiran

Kasi Terminal

UPTD I

Bidang
Lalu Lintas &
Keselamatan

Kasi Keselamatan

Bidang Angkutan &
Multimoda

Kasi Manajemen &
Rekayasa Lalu Lintas

Kasi Angkutan
Orana Dalam Travek

Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek,Barang & Multimoda
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Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong, sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk
menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang perhubungan.
2. Sekretaris
Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan
pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi
a) Mengkoordinasikan, membina, merancang, melaksanakan dan mengendalikan tugas-
tugas yang bersifat teknis dan administratif intern sekretariat Dinas
b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat administratif lingkup
Dinas dan instansi terkait.
3. Bidang Sarana dan Prasana
a) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
b) Bidang Tata Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasara.
c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan Prasaran
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan
Prasara
2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana
dan Prasarana
3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di
Bidang Sarana dan Prasarana

4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan

a) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

b) Bidang Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan
Keselamatan.

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan
Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas

dan Keselamatan
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2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu
Lintas dan Keselamatan
3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di
Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
Bidang Angkutan dan Multimoda
a) Bidang Angkutan dan Multimoda dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
b) Bidang Angkutan dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Angkutan dan Multimoda.
c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan dan Multimoda
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan dan
Multimoda
2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang
Angkutan dan Multimoda
3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di
Bidang Angkutan dan Multimoda
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong terdiri atas :
a) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
b) UPTD Bandar Udara Warukin

Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
a) Pejabat

Unsur unsur Sekretariat :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Menyiapkan SOP disubbidang Perencanaan dan Keuangan

Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama,
rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan dokumen
perencanaan lainnya

Menyiapkan  bahan  penyusunan  pertanggungjawaban  meliputi  laporan  keterangan
pertanggungjawaban, laporan penyelengaraan pemerintah daerah, laporan kinerja, dan dokumen
pertanggungjawaban lainnya pada sub bagian perencanaan

Melakukan penyiapan dan penyampaian rancangan standar operasional prosedur di bidang
perencanaan

Melakukan pengelolaan, penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, paenatausahaan, perbendaharaan,
pembukuan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan

pemeriksaan
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Menyiapkan dan meneliti usulan permintaan biaya serta pembayaran

Menyiapkan bahan penerbitan SPM, penyusunan laporan keuangan, realisasi belanja secara berkala,
perhitungan realisasi belanja dan laporan akhir tahun

Menyiapkan dan megerjakan pembukuan, pengujian bukti pembayaran yang sah, pencatatan
transaksi SPM giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, SPJ pengeluaran kas

Mencatat, menyetor, dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak

Menyiapkan bahan data monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan di bidang

perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Menyiapkan SOP disubbidang Umum dan Kepegawaian
Melakukan urusan surat menyurat

Pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi

Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
Pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi
Pengeloaan urusan administrasi kepegawaian

Unsur unsur Bidang Sarana dan Prasara :

1. Kasi Perparkiran, mempunyai tugas :

Perumusan rencana kerja di bidang perparkiran

Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan perparkiran tepi jalan umum dan perparkiran khusus
Pengelolaan administrasi perizinan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan perparkiran
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara parkir, baik perorangan, badan usaha, maupun
pihak ketiga

Pelaksanaan penertiban dan pengendalian perparkiran sesuai peraturan daerah dan ketentuan yang
berlaku

Koordinasi dengan instansi terkait dalam penataan perparkiran

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perparkiran kepada atasan langsung.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai lingkup

tugasnya.

2. Kasi Terminal, mempunyai tugas :

a.
b.

Perumusan rencana kerja di bidang terminal

Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan, pengoperasian, dan pengendalian terminal
penumpang dan terminal barang

Pengaturan kegiatan operasional terminal, termasuk jadwal keberangkatan, kedatangan, dan lintasan
angkutan umum

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, operator angkutan, serta pengguna jasa terminal
Pelaksanaan penataan, penertiban, dan pengendalian fasilitas serta pelayanan terminal sesuai standar

pelayanan minimal (SPM).
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f. Koordinasi dengan instansi terkait, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan terminal

g. Pengumpulan data dan pelaporan terkait operasional terminal, jumlah penumpang, trayek, dan
aktivitas angkutan umum

h. Evaluasi dan penyusunan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan terminal

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai lingkup
tugasnya.

Unsur unsur Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan:

1. Kasi Keselamatan, mempunyai tugas :
a. Perumusan rencana kerja di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan program keselamatan transportasi, termasuk rekayasa
lalu lintas, fasilitas keselamatan jalan, serta perlengkapan jalan.
¢. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk
menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
d. Pembinaan dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, operator angkutan, dan pemangku
kepentingan lainnya.
e. Pengawasan terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, seperti rambu, marka,
APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan perlengkapan jalan lainnya.
f. Koordinasi dengan instansi terkait, aparat kepolisian, serta lembaga lain dalam rangka peningkatan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
g. Pengumpulan data, analisis, dan pelaporan terkait kecelakaan lalu lintas, titik rawan kecelakaan (black
spot), serta evaluasi program keselamatan.
h. Penyusunan rekomendasi upaya peningkatan keselamatan transportasi darat.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai lingkup
tugasnya
2. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :
a. Perumusan rencana kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengaturan arus lalu lintas, sistem perparkiran, kawasan lalu lintas
terbatas, serta penetapan jalur angkutan umum.
c. Perencanaan, penerapan, dan evaluasi rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran, ketertiban, dan
keselamatan lalu lintas.
d. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional perlengkapan jalan, termasuk rambu, marka,
alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya.
e. Pengawasan terhadap kegiatan parkir di badan jalan dan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
f. Koordinasi dengan aparat kepolisian, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

g. Pengumpulan data, pemetaan, dan analisis lalu lintas untuk mendukung kebijakan transportasi daerah.
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Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pengguna jalan mengenai rekayasa lalu
lintas dan aturan berlalu lintas.

Penyusunan laporan, evaluasi, serta rekomendasi teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai lingkup
tugasnya.

Unsur unsur Bidang Angkutan dan Multimoda:

1. Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek, mempunyai tugas :

Perumusan rencana kerja dan program di bidang penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
Pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perizinan, penetapan trayek, jadwal, dan operasi angkutan
umum dalam trayek.

Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kinerja angkutan umum dalam trayek agar sesuai dengan
standar pelayanan minimal (SPM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dengan operator angkutan umum, organisasi pengusaha angkutan, serta instansi terkait
untuk kelancaran pelayanan transportasi penumpang.

Pengawasan tarif angkutan umum dalam trayek sesuai kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan
daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja angkutan orang dalam trayek, termasuk
ketersediaan armada, ketepatan jadwal, dan kepatuhan operator.

Pengumpulan data, penyusunan basis data trayek dan armada angkutan umum, serta pemetaan
kebutuhan pengembangan jaringan trayek.

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, awak kendaraan, serta operator
angkutan umum mengenai ketentuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Penyusunan laporan, evaluasi, dan rekomendasi teknis terkait angkutan orang dalam trayek sebagai
bahan kebijakan pimpinan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai lingkup

tugasnya.

2. Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek,Barang dan Multomoda mempunyai tugas :

a.

Perumusan rencana kerja dan program di bidang angkutan orang tidak dalam trayek, barang, dan
multimoda.

Pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perizinan, operasi, dan pengaturan layanan angkutan orang
tidak dalam trayek (angkutan pariwisata, taksi, sewa khusus, dll).

Pengaturan dan pengawasan angkutan barang, termasuk tata cara operasional, izin lintas, dan standar
pelayanan.

Pengembangan dan pengawasan angkutan multimoda, khususnya integrasi layanan transportasi antar
moda di wilayah kabupaten.

Koordinasi dengan operator angkutan, asosiasi, dan instansi terkait dalam rangka kelancaran distribusi

barang dan jasa transportasi.
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f.  Pengendalian dan evaluasi kinerja angkutan, baik untuk angkutan orang tidak dalam trayek maupun
angkutan barang, agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan minimal (SPM).
Pengawasan tarif dan kepatuhan operator terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengumpulan dan pengolahan data transportasi terkait angkutan orang tidak dalam trayek, barang, dan
multimoda untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.

i. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada pengusaha angkutan, awak kendaraan, dan
masyarakat terkait penyelenggaraan angkutan yang tertib, aman, dan nyaman.

j. Penyusunan laporan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan teknis kepada pimpinan di bidang angkutan
orang tidak dalam trayek, barang, dan multimoda.

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan lingkup
tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi, Kepala Sub bagian,
Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional maupun PPPK wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan
sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antara satuan organisasi di luar lingkungan Dinas
Perhubungan.

Kepala Perhubungan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan, pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. Sumber Daya Dinas Perhubungan
Sesuai data kepegawaian sampai dengan 30 April 2025 bahwa Sumber daya aparatur yang ada di
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 1.
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

No. Status Pegawai Jumlah
I. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 43 orang
2. PPPK 10 orang
3. Non PNS terdata dalam data base BKN 28 orang
4. Non PNS terdata di SIMPEG 59 orang
Jumlah 140 orang

|
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Tabel 2. 2.
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis kelamin
No. Pendidikan
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Strata 2 (S2) 3 orang 0 | orang 3 | orang
2. Strata 1 (S1) 15 orang 11 | orang 26 = orang
3. Sarjana Muda (D3) 10 orang 1 @ orang 11 = orang
4. SLTA/sederajat 8 orang 1 | orang 9 | orang
S. SLTP/sederajat 0 orang 0  orang 0  orang
6. SD/sederajat 0 orang 0 | orang 9 | orang
Jumlah 37 orang 13 | orang 49 | orang
Tabel 2. 3.
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang
No. Pangkat G}(;l;);lngan : JeIl.iS elamin Jumlah
g Laki - Laki Perempuan
L. Pembina Tk. I (IV/b) 1 orang 0 orang 1 orang
2. Pembina (IV/a) 3  orang 0 orang 3 orang
3. Penata Tk. | (111/d) 8 orang 2 orang 10 orang
4. Penata (IMI/c) 2 orang 3 orang 5  orang
5. Penata Muda Tk. I (I1I/b) 2 orang 0 orang 2  orang
6. Penata Muda (I1/a) 7 orang 8 orang 15 orang
7. Pengatur Tk. I (Ir/d) 0 orang 0 orang 0  orang
8. Pengatur (Il/c) 9 orang 1 orang 10  orang
9 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 orang 0 orang 1 orang
10. Pengatur Muda (Il/a) 3 orang 1 orang 4  orang
11. Juru Tk. I {I/d) 3 orang 0 orang 3 orang
11. Juru ) 0 orang 0 orang 0  orang
Jumlah 39 orang 15 orang 54  orang

|
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Tabel 2. 4.

Jumlah Pejabat Struktural

Jenis kelamin
No. Jabatan struktural Eselon
Laki - Laki Perempuan Jumlah
1. | Kepala Dinas Eselon II 1 orang 0 orang 1 orang
2. | Sekretaris Eselon III 1 orang 0 orang 1 orang
3. | Kepala Bidang Eselon 111 3  orang 0 orang 3 orang
4. | Kepala Seksi Eselon IV 5 orang 1 orang 6 orang
5. | Kepala Sub bagian Eselon IV 0 orang 2 orang 2 orang
6. | Kepala UPTD Eselon IV 2 orang 0 orang 2 orang
7. | Kepala Subag UPTD Eselon IV 0 orang 1 orang 1 orang
Jumlah 12 orang 4 orang 16 orang
Tabel 2. 5.
Jumlah Pejabat Fungsional
Jenis kelamin
No. Nama Jabatan
Laki - Laki Perempuan Jumlah
1. | Analis Kebijakan Ahli Muda 0 orang 1 orang 1 orang
2. | Penguji Kendaran Bermotor Penyelia 1 orang 0 orang 1 orang
3. | Penguji Kendaran Bermotor Mahir 1 orang 0 orang 1 orang
4. | Penguji Kendaran Bermotor Terampil 0 orang 1 orang 1 orang
Jumlah 2 orang 2 orang 4 orang
Tabel 2. 6.
Jumlah PPPK
Jenis kelamin
No. Nama Jabatan
Laki - Laki Perempuan Jumlah
1. | Penata layanan Operasional 0 orang 7 Orang 7 orang
2. | Operator Layanan Operasional 2 orang 1 Orang 3 orang
Jumlah 2 orang 8 Orang 10 orang
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Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong didukung
dengan ketersediaan prasarana dan sarana.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya merupakan salah satu
faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Adapun ketersediaan

prasarana dan sarana yang disajikan dalam tabel inventarisasi berikut :

Tabel 2. 7.
Inventarisasi Tanah

No. Nama Barang Alamat / Lokasi Luas (m?) diperuntukkan
Tanah
1 Tanah Kelua 8.456

Bangunan Terminal
2 Tanah Mabuun 43.655

Data : Bendahara Barang s/d Desember 2024

Tabel 2. 8.
Inventarisasi Peralatan dan Mesin
No. Nama Barang Milik Daerah Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
Alat / Armada Angkut
1 |[Mini Bus 55
2 |Elf/Hiace 14
3 |Truck Damkar Khusus Bandara 1
4 [Pick Up 2
5 |Pick Up Double gardan 3
6 |Sepeda Motor 30
7 |Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga 11

Data : Bendahara Barang s/d Desember 2024

|
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Alat Ukur Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
1 |Mesin Kompresor 2
2 |[Mesin Uji Rem 1
3 |Optical Scan 1
4 |Pengukur Dimensi Kendaraan 1
5 [Db Meter 2
6 [Pengukur Kedalaman Ban 2
7 |Side Slip Tester 1
8 |Global Positioning System (GPS) 4
9 |Head Light Tester 1
10 |Pengukur Tekanan Suspensi (Uji Suspensi) 1
11 |Smoke Tester 1
12 |Gas Analyzer 1
Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 |Lemari Besi 10
2 [|Filling Besi/Metal 5
3 |Brand Kas 2
4 |Lemari Kaca 6
5 |Lemari kayu 10
6 |Rak Besi 6
7 |Alat Penghancur Kertas 6
8 [White Board 2
9 |Genset 2
10 |Mesin Pompa Air 5
11 [Mesin Gergaji 2
12 |Kursi Besi/Metal 14
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13 [Meja Rapat 4
14 |Meja Kerja 42
15 [Kursi Rapat 86
16 [Kursi Tamu 10
17 |Meja Komputer 3
18 [Kursi Kerja 48
19 [Bangku Tunggu 24
20 |Gordyn 2
21 [Mesin Potong Rumput 5
22 (Vacuum Cleaner 8
23 |AC Split 30
24 [Kipas Angin 10
25 |Dispenser 11
26 |[Lemari es 15
27 |Televisi 14
28 |Loudspeaker 9
29 |Camera Video 1
30 [Alat Pemadam Portable 11
31 [Lap Top 43
32 |Note Book 30
33 [Printer 30
34 |UPS 7
35 |Audio Amplifier 4
36 [Karpet 8
37 |Mesin Absensi 2
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38 [Tandon 6
39 [Tablet PC 57
40 [P.C Unit 27
41 |Harddisk Eksternal 9
42 |Webcam 2
43 |Meja Kerja Pejabat Eselon 11 1
44 [Meja Kerja Pejabat Eselon 111 3
45 |Meja Kerja Pejabat Eselon IV 5
46 |Meja Resepsionis 2
47 |Router 3
48 |A.C. Window 16
49 |Gerobak Tarik 4
50 [Kursi Putar 4
51 [Hand Metal Detector 6
52 |Tangga Alumunium 6
53 |Rak Piring kaca 2
54 |Acces Point 2
55 [Sirine/Rotator 3
56 [Sofa 5
57 |Sound System 3
58 [Meja Operator 2
59 [Wind Shield 1
60 [Lemari Buku 16
Alat Studio dan Alat Komunikasi
1 [Proyektor + Attachment 2
2 |Microphone/Wireless Mic 11
3 [Handycam 1
4 |Camera Electronic 1
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5 |Handy Talky 32

6 |Pesawat Telepon 2
Alat-alat Keamanan

1 |CCTV 18
Rambu Rambu

1 [Rambu Jalan 243

2 [Rambu Peringatan 18

3 |[Rambu Tidak Bersuar 236

4 |Rambu Cermin 29

5 |[Traffic Light 12
Alat Bengkel

1 [Tool Kit-Box 4

2 |Bor Impact 2

3 |Mesin Las Listrik 2

Data BMD di Perangkat Daerah s/d Desember 2024

|
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C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis rencana strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong 2020 — 2024 sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 9.
Capaian Kinerja Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2020 s/d 2024

e P Realisasi Capaian Tahun 2020 s/d 2024 Rasio Capaian Pada Tahun ke
Indik S . da Tahun 2020 s/d 2024
No ndikator I.(mf:rja Sesuai Tugas dan Target
Fungsi Dinas Perhubungan NSPK 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Nilai AKIP
BB(73) | BB | BB(7 | BB(7 | BB(7 | BB(7 | BB(7 | BB(7 | BB(7 | BB(7 | Belu | BB(7 | BB(7 | BB(7 | BB(7 | Belu
(73) 4) S) 6) 8) 3,48) 3,21) 3,21) 4,65) m 3,48) 3,21) 3,21) 4,65) m
Ada Ada
Penila Penila
ian ian
2. | Persentase Layanan Angkutan Multimoda - 31% 65% 75% 85% 100% 31% 78% 75% 85% - 100% | 120% | 100% | 100% -
3. | Meningkatnya 1500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 [ 1.500 100 200
Pergerakan Orang dan Orang | Orang | Orang | Orang | Orang Orang | Orang
Barang yang melalui 40.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 700 1.400
Bandara Warukin - 0 0 0 0 0 Baran | Baran - 6,6% 13% -
Baran | Baran | Baran | Baran | Baran g g
g g g g g - - - -
4. | Menurunnya  Angka  Kecelakaan  dan 26 24 22 20 31 35 53 54 31
Pelanggaran Lalu Lintas ) Laka Laka Laka Laka Laka Laka Laka Laka Laka o o o o }
1050 | 1000 | 950 | 930 | 3.024 | 1.081 | 1700 | 1.063 | 3024 | '00% | 100% | 100% ) 100%
- Tilang | Tilang | Tilang | Tilang | Tilang | Tilang | Tilang | Tilang | Tilang
5. | Meningkatnya Kelaikan Operasional - 4500 | 4.600 | 4.800 | 4.900 | 5.192 | 5937 | 4.858 | 4.058
Kendaraan Umum/Pribadi di Jalan Raya KBW | KBW | KBW | KBW | KBW | KBW | KBW | KBW
6] 0] U 6] 6] 0] U 6] - 128% | 146% | 119% 84% -
Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana 30% 48% 60% 75% 90% 33% 46% 22% 76%
Fasilitas Perhubungan
6. - 110% 95% 36% 101% -
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Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan yang merupakan bagian dari pelayanan

umum atau pelayan publik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi urusan wajib bukan

pelayanan dasar dalam mendukung pencapaian misi kepala daerah / wakil kepala daerah selama tahun 2020

— 2024 untuk bidang urusan perhubungan dapat diimplmentasikan melalui capaian indikator makro /
indikator kinerja daerah (IKD) sebagai berikut :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2. 10.
Realisasi Indikator Kinerja Daerah 2020 — 2024 Terhadap Capaian Kinerja

No. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Satuan Realisasi
A. | ASPEK PELAYANAN UMUM 2020 2021 2022 2023 2024
1 Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota Angka 15 78 0,818 0,643 0,857
2 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota Angka 0,29 0,32 0,339 0,357 0,5052947
Sedangkan untuk indikator kinerja kunci (IKK) Pelayanan Dinas Perhubungan yaitu :
1. Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota

2. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota

— 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) :

Berikut pencapaian pelayanan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong selama tahun 2020
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Tabel 2. 11.
Pencapaian Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2020 — 2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No Indikator Kinerja Kunci 2019 Target Tahun Realisasi Tahun Persen capaian (%)
(IKK)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
@ 2 3 “@ ) ©) @ ® ()] 10 an 2 a3) a4 as) 16) an (8)
1 | Rasio Konektivitas - - 0.763 1,055 15 78 0,818 0,643 0,857 - - - 118,66 123,10
Kabupaten /Kota
2 | Kinerja Lalu Lintas - - 0,357 0,5052 | 0,29 0,32 0,339 0,357 0,5052 - - - 100 100
Kabupaten /Kota 947 947
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D. Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Masyarakat Umum
a. Pengguna jalan, pengguna transportasi darat, dan pengguna transportasi udara.
b. Masyarakat yang memanfaatkan layanan angkutan umum, terminal, parkir, maupun fasilitas
lalu lintas lainnya.
2. Pelaku Usaha dan Dunia Industri
a. Perusahaan angkutan orang dan barang, pengusaha jasa logistik, serta penyedia jasa
transportasi multimoda.
b. Investor dan mitra kerja sama dalam pengembangan transportasi, termasuk sektor

penerbangan melalui Bandara Warukin.

3. Pemilik dan Pengemudi Kendaraan Bermotor
a. Pemilik kendaraan umum maupun pribadi yang wajib melakukan pengujian kendaraan
bermotor (KIR).
b. Pengemudi angkutan orang/barang dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
4. Pengguna Jasa Bandara Warukin

a. Penumpang penerbangan komersial maupun perintis.
b. Maskapai penerbangan dan penyedia jasa layanan penerbangan.
5. Instansi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait
a. Perangkat daerah di lingkup Kabupaten Tabalong.
b. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan), dan aparat penegak

hukum (Polri, Dishub Provinsi, Balai Pengelola Transportasi Darat).

IS

Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus
a. Penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan
pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah.
Jadi, kelompok sasaran layanan Dishub Tabalong tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga
mencakup pelaku usaha transportasi, pengguna layanan bandara, pemilik kendaraan bermotor, instansi
pemerintah, hingga kelompok rentan yang semuanya harus dilayani sesuai prinsip keselamatan, kenyamanan,

dan keterjangkauan
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E. Mitra Dinas Perhubungan dalam Pemberian Layanan
1. Instansi Pemerintah Pusat

a. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

b. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kalimantan Selatan.

€. Otoritas Bandar Udara yang berwenang dalam pengelolaan Bandara Warukin.

2. Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi dalam
sinergi kebijakan transportasi regional.

b. Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta
Bapperida dalam perencanaan dan integrasi program.

Cc. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dalam mendukung penyediaan sarana dan
prasarana transportasi lokal.

3. Aparat Penegak Hukum

a. Polres Tabalong (Satlantas) dalam penegakan hukum lalu lintas, keselamatan jalan, serta
manajemen rekayasa lalu lintas.

b. Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terkait penanganan pelanggaran hukum di bidang
transportasi.

4. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

a. Perusahaan jasa angkutan umum orang maupun barang.

b. Perusahaan penyedia jasa logistik dan transportasi multimoda.

c. Pihak swasta yang menjadi mitra dalam pengelolaan perparkiran, terminal, dan pelayanan
transportasi lainnya.

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. PT Angkasa Pura, PT Pelindo (bila relevan untuk logistik), serta BUMD yang bergerak di
sektor transportasi dan pendukungnya.

6. Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

a. Organisasi profesi di bidang transportasi.

b. Organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam advokasi keselamatan lalu lintas dan
transportasi ramah lingkungan.

c. Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan sistem
transportasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan
A. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2029, permasalahan Dinas Perhubungan termasuk dalam kategori

permasalahan pelayanan umum, yaitu belum optimalnya kinerja layanan perhubungan. Kondisi
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ini tercermin dari masih terbatasnya sarana, prasarana, dan kualitas layanan transportasi darat maupun

udara yang berdampak pada konektivitas wilayah, keselamatan, serta kualitas pelayanan publik di

sektor perhubungan.

Permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Tabalong antara lain sebagai berikut:

o Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi darat dan udara untuk menunjang
konektivitas wilayah dan pelayanan publik.

e Belum optimalnya penyelenggaraan angkutan umum, baik dalam trayek maupun tidak dalam
trayek, sehingga keterjangkauan dan keteraturan pelayanan masih rendah.

e Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ditandai dengan masih tingginya
angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

o Terbatasnya fasilitas keselamatan transportasi seperti rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu
lintas (APILL), dan fasilitas penyeberangan yang belum memenuhi kondisi ideal.

e Belum optimalnya pengelolaan sarana pendukung transportasi (terminal dan perparkiran), baik dari
sisi tata kelola, regulasi, maupun penerapan teknologi.

e Belum terintegrasinya manajemen rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran arus lalu
lintas di kawasan perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat.

¢ Belum maksimalnya operasional Bandara Warukin sebagai simpul konektivitas udara wilayah utara
Kalimantan Selatan.

o Terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta UPTD dalam
mendukung pelayanan transportasi yang profesional dan berorientasi publik.

e Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keselamatan, ketertiban, dan
transportasi ramah lingkungan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

dapat dirangkum dalam tabel berikut:

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya kualitas dan | Belum optimalnya Kinerja layanan | Terbatasnya
pengelolaan sistem transportasi | perhubungan, terutama dalam | saranan,prasarana,dan
serta keselamatan lalu lintas pengaturan, pengawasan, dan | SDM bidang transportasi

pelayanan transportasi daerah

2. Belum optimalnya layanan Jasa | Pelayanan ~ jasa  transportasi | Terbatasnya kapasitas
sarana dan prasarana | (terminal, parkir, dan fasilitas | pengelolaan dan
perhubungan keselamatan) belum memenuhi | pemeliharan sarana

standar pelayanan minimal prasana transportasi

3. Menurunnya keselamatan lalu | Masih tingginya angka | Rendahnya  kedisiplinan
lintas dan angkutan jalan pelanggaran lalu lintas dan | pengguna  jalan  dan

kecelakaan jalan keterbatasan fasilitas
keselamatan transportasi (
rambu,marka,APILL,dan

sarana pendukung lainnya)
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B. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan

prioritas dalam perencanaan pembangunan, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap
peningkatan kinerja sektor perhubungan dan kemajuan daerah di masa mendatang.
Penetapan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan dinamika dan arah kebijakan
pembangunan di tingkat global, nasional, regional, dan lokal, serta mempertimbangkan kondisi
obyektif dan perkembangan pembangunan sektor perhubungan selama lima tahun terakhir yang
akan memengaruhi kinerja Dinas Perhubungan pada periode 2025-2029.

Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program
pembangunan bidang transportasi selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk mewujudkan
layanan transportasi daerah yang terhubung, berkeselamatan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pelayanan, arah kebijakan nasional dan
daerah, serta dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong ditetapkan sebagai berikut:

1 Peningkatan keselamatan jalan dan manajemen lalu lintas daerah.

2 Penguatan sarana pendukung transportasi darat, terminal, dan perparkiran.

3 Peningkatan pelayanan dan keterjangkauan angkutan umum dan perintis.
4 Modernisasi dan digitalisasi layanan uji kendaraan bermotor.
5

Optimalisasi pemanfaatan Bandara Warukin sebagai simpul konektivitas udara regional.
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Tabel 2. 12.

Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Potensi Daerah Yang

Menjadi Isu Lingkungan Dinamis Yang Sesuai dengan Perangkat Daerah Isu Strategis PD
Isu KLHS Yang Relevan
Kewenangan Permasalahan PD Dengan PD
Perangkat Daerah
(PD) Global Nasional Regional

O (©)) (©) “) %) ©6) ]
Potensi Tingginya angka Pengurangaan resiko Global Plan For Road RPIMN 2025-2029 RPJMD Provinsi Peningkatan
pengembangan kecelakaandan belum kecelakaan dan dampak Safety 2021-2030 9 Tentang peningkatan Kalimantan Selatan keselamatan jalan dan
jaringan jalan dan optimalnya fasilitas lingkungan transportasi Keselamatan keselamatan Jalan dan | tentang peningkatan | manajemen lalu lintas
transportasi darat keselamatan(rambu,marka, transportasi jalan transportasi keselamatan lalu daerah
untuk mendukung APILL) menjadi agenda dunia) | berkelanjutan lintas dan
konektivitas wilayah transportasi ramah

lingkungan

Pemanfaatan Belum optimalnya Kondisi | Efesiensi penggunaan Agenda Smart RPIMN 2025-2029 RPJMD Provinsi Penguatan sarana
terminal,lahan Sarana dan Prasarana ruang dan pengendalian Mobility (Efesiensi dan | Tentang peningkatan Kalimantan Selatan pendukung transportasi
parkir,dan fasilitas Terminal dan Parkir emisi transportasi ramah lingkungan ) sarana transportasi penguatan darat,terminal dan
transportasi publik publik perkotaan infrastruktur perparkiran

transportasi darat

Potensi pelayanan
angkutan umum dan
perintis di wilayah
pedesaan dan antar
kecamatan

Minimnya armada dan
trayek angkutan umum

Transpotasi berkelanjutan
dan aksesbilitas publik

SDGS 11:Trasportasi
yang
aman,terjangkau,dan
berkelanjutan

RPJMN 2025-2029
Layanan angkutan
umum massal dan
perintis

RPJMD Provinsi
kalimantan Selatan
penguatan layanan
angkutan umum

Peningkatan pelayanan
dan keterjangkauan
angkutan umum dan
perintis

Potensi peningkatan Rendahnya kepatuhan uji Efesiensi energi dan Transformasi digital Strategi SPBE dan RPJMD Provinsi Modernisasi dan
kualitas pelayanan kendaraan dan belum keselamatan kendaraan layanan publik Standar Nasional kalimantan Selatan digitalisasi layanan uji
pengujian kendaraan | terdigitalisasi Pengujian Kendaraan | Digitalisasi pelyanan | kendaraan bermotor
bermotor(PKB) publik transportasi

Potensi Belum optimalnya Pemanfaatan ruang udara ICAO Global Air Priorotas nasional RPJMD Provinsi Optimalisasi
pengembangan pemanfaatan dan dan keselamatan Transport Stratrgy Pengambangan kalimantan Selatan pemanfaatan Bandara
Bandara Warukin pengelolaan Bandara penerbangan keselamatan dan bandara daerah Penguatan Warukin sebagai simpul

sebagai simpul
transportasi udara
regional

Warukin

efesiensi penerbangan

konektivitas udara
daerah

konektivitas udara
regional
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BAB 111
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah serta faktor-faktor penentu

keberhasilan pembangunan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka

waktu lima tahun .Tujuan disusun untuk memberikan arah kebijakan dan kerangka strategis bagi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perhubungan.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 — 2029

sebagaimana tertuang dalam RPJMD yaitu Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius

dan Terdepan) dengan makna sebagai berikut :

Kabupaten Tabalong Sejahtera,

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki
akses yang baik terhadap layanan publik,serta menikmati kondisi ekonomi yang stabil dan
berkeadilan.

Kabupaten Tabalong Maju,

Mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
pengembangan ekonomi,infrastruktur,teknologi,dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius,

Menegaskan pentingnya nilai - nilai keagaman dan moral dalam seluruh aspek kehidupan
masyarakat serta tata kelola pemerintahan.

Kabupaten Tabalong Terdepan,

Berarti berkomitmen untuk menjadi daerah yang unggul,inovatif,dan berdaya saing tinggi di
berbagai bidang pembangunan.

Secara keseluruhan visi “ Tabalong Smart” mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten

Tabalong untuk membangun daerah  secara  holistik,menyeimbangkan  kemajuan

ekonomi,kesejahteraan sosial ketahanan moral,dan daya saing daerah.

A WD

Untuk mewujudkan visi tersebut,ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:
Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
Mendorong Kemajuan Daerah
Mengembangkan Kehidupan yang Religius
Menjadi Daerah yang Terdepan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.misi yang relevan adalah Misi kedua

Mendorong Kemajuan Daerah yang dijabarkan melalui sasaran RPJMD vyaitu Meningkatnya

Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah.
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Berdasarkan misi dan sasaran pembangunan daerah tersebut, Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu “Mewujudkan layanan
transportasi daerah yang terhubung,berkeselamatan,dan berkelanjutan .

Gambar 3. 1. Konsep Renstra PD

SASARAN ARAH KEBIJAKAN ISU STRATEGIS
RPIMD NSPK RPIMD L Masalah
o Lingkungan dinamis
& G, d Potensi
Memperhatikan f %V/ Opemrjonal
ARAH - Rangkalan kerja
yang merupakan
TUJUAN Mencapai KEBUAKAN operasionalisasi
NSPK
Coseading
Sersifeelaras
SASARAN e STRATEG! 4ot
o Tahapan
Cascoding 2} Fokus
LI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD
.
OUTCOME: X0 o OUITPLIT cxmvuisssestssrrensisvavamaipioisiaseinion i
Gambar 3. 2.
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3.2 Sasaran Renstra Dinas Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Untuk memberikan arah yang lebih terukur terhadap pencapaian tujuan,ditetapkannya
sasaran yang mencerminkan hasil yang diharapkan secara spesifik selama periode lima
tahun.Sasaran ini menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta dalam mendukung pencapaian
sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci,sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut :

1 Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota

2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Sasaran pertama mencerminkan fokus pembangunan sektor perhubungan untuk
memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan transportasi, serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi darat dan udara.Sasaran kedua
menggambarkan upaya peningkatan efektivitas,efresiensi,dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan keuangan daerah di lingkungan
Dinas Perhubungan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dijelaskan dalam tabel berikut :

-
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Tabel 3. 1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

NSPK DAN TARGET TAHUN
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR BAil(fZLJ NE KETERANGAN
YANG 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN
(01) (02) 03) 04) (03) (06) 07) 08) (09) (10) (1) (12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya | Mewujudkan Layanan Meningkatnya kualitas Rasio 86 86 86 87 87 88 90
kualitas Transportasi Daerah yang | pelayanan dan konektivitas
layanan terhubung, keselamatan transportasi | kabupaten/kota
infrastruktur berkeselamatan, dan Kabupaten (%)
daerah berkelanjutan
Indeks 85 86 87 88 89 90 91
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Transportasi
Daerah (Nilai)
Tingkat 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Keselamatan
Transportasi
Daerah
Kabupaten/Kota
(Persentase)
Meningkatnya Kualitas | Predikat nilai BB BB BB BB BB A A
Tata Kelola AKIP Perangkat
Pemerintahan Perangkat | Daerah
Daerah (Predikat)
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3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-

2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah / upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, dan

penentuan program / kegiatan / sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat

daerah.
Tabel 3. 2.
Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

(M @ 3) “) ®)
Peningkatan kapasitas | Pemantapan Percepatan Penguatan integrasi Perwujudan sistem
angkutan umum & pengelolaan dan digitalisasi layanan layanan angkutan transportasi daerah
sarana penunjang penataan fasilitas uji kendaraan umum,parkir,dan uji yang
transportasi(terminal, | terminal,halte,dan bermotor,perizinan kendaraan berbasis terhubung,berkesel
halte,area parkir yang ramah transportasi,dan teknologi ( smart amatan,dan
parkir)disertai pengguna dan sistem informasi mobility) berkelanjutan
sosialisasi dan mendukung manajemen lalu melalui evaluasi
edukasi keselamatan konektivitas lintas disertai menyeluruh kinerja
transportasi kepada antarmoda,serta peningkatan layanan,penguatan
masyarakat serta pelaksanaan audit pengawasan dan kapasitas
peningkatan keselamatan jalan penertiban SDM,inovasi
kesadaran tertib dan angkutan untuk | keselamatan berkelanjutan,dan
berlalu lintas pemetaan risiko dan | transportasi kolaborasi lintas

prioritas penanganan

sektor

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya

Kulaitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota antara lain adalah :

Penguatan layanan dasar transportasi publik,termasuk peningkatan keterjangkauan dan
kenyamanan layanan angkutan umum

Peningkatan kesadaran keselamatan lalu lintas melalui edukasi,kampanye publik,dan
kemitraan dengan komunitas masyarakat

Pengembangan infrastruktur & fasilitas pendukung transportasi yang memenuhi standar
keselamatan dan aksesbilitas.

Penerapan manajemen keselamatan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan
yang cepat,tepat,dan terukur

Modernisasi layanan & sistem transportasi melalui digitalisasi uji kendaraan,perizinan,dan
manajemen lalu lintas

Pengawasan,pengendalian,dan penertiban lalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan
keselamatan pengguna jalan

Optimalisasi pelayanan terpadu transportasi,termasuk integrasi antar moda dan parkir
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- Penguatan sistem monitoring keselamatan dan evaluasi keselamatan transportasi berbasis
teknologi dan kolaborasi lintas sektor
- Konsolidasi & keberlanjutan program transportasi daerah agar selaras dengan prioritas
nasional dan provinsi
- Peningkatan Kualitas SDM perhubungan melalui pelatihan teknis,sertifikat,dan
pengembanfan kompetensi aparatur
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mecapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas
tata kelola pemerintahan perangkat daerah antara lain adalah :
- Penerapan sistem reward dan punishmen untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dan
organisasi
- Peningkatan profesionalisme SDM aparatur,melalui pelatihan,bimbingan teknis,dan
penguatan budaya kerja berbasis kinerja
- Pelaksanaan monitoring,evaluasi, dan pengawasan berjenjang secara berkelanjutan untuk
menjamin akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan
3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-
2029
Arah kebijakan merupakan kerangka kerja operasional dalam menyelesaikan permasalahan

pembangunan sektor transportasi dan mengantisipasi isu strategis daerah secara bertahap,sebagai

penjabaran dari strategi pembangunan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3. 3.

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

No. Operasionalisasi NSPK

Arah Kebijakan RPIMD

Arah Kebijakan PD

Ket

(O] @

3)

Q)

®)

L. ®  Penyelenggaraan

dan berkelanjutan

transportasi daerah yang
terhubung,berkeselamatan,

Menyusun prioritas
pembangunan transportasi
berdasarkan kebutuhan
ekonomi, sosial, dan
geografis

Pengembangan sarana dan
prasarana transportasi darat dan
udara sesuai kebutuhan wilayah
serta peningkatan aksesbilitas dan
pelayanan transportasi publik

2. ®  Manajemen dan rekayasa

lalu lintas

Mengembangkan sistem
pengelolaan lalu lintas
cerdas untuk mengurangi
kemacetan dan
meningkatkan mobilitas

Penerapan manajemen lalu lintas
berbasis teknologi ( intelligent
Transport System/ITS ) serta
peningkatan fasilitas dan
keselamatan jalan

3. ®  Pengembangan jaringan

transportasi yang

mendukung konektivitas

Menyiapkan konektivitas
dan akses transportasi yang
terintegrasi dengan kawasan

Penguatan konektivitas transportasi
darat yang terintegrasi dengan pusat
permukiman ,kawasan ekonomi,

antar wilayah dan perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik
kawasan dan jasa
4 ®  Pengembangan Meningkatkan Peningkatan kapasitas dan

kompetensi ASN sesuai
standar teknis
perhubungan

profesionalisme ASN dan
pengembangan kompetensi

kompetensi ASN Dishub melalui
pelatihan, sertifikasi, dan penerapan
tata kelola berbasis kinerja dan
digitalisasi pelayanan
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Selanjutnya dapat dilihat keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam

Rencana Strategis 2025 - 2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dapat dituangkan dalam

tabel berikut ini :

Tabel 3. 4.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Visi Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)
Misi Mendorong Kemajuan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Layanan Meningkatnya Penguatan  layanan  dasar Rehabilitasi & pemeliharaan
Transportasi Daerah yang | kualitas pelayanan transportasi publik terminal Tipe C
terhubung, dan keselamatan
berkeselamatan, dan transportasi o P b Kt
berkelanjutan Kabupaten Modernisasi  sistem layanan engembansan angrutan umu
transportasi yang terjangkau & terintegrasi
Pengembangan insfrastruktur Penyediaan fasilitas keselamatan
dan sarana pendukung lalu lintas (rambu, marka,
transportasi APILL)
Peningkatan kesadaran dan Audit dan inspeksi keselamatan
kepatuhan berlalu lintas transportasi
Penerapan manajemen Penerapan manajemen
keselamatan berbasis data keselamatan berbasis data
Meningkatnya Peningkatan profesionalisme Meningkatkan profesionalisme
Kualitas Tata & kompetensi ASN ASN dan pengembangan
Kelola kompetensi
Pemerintahan
Perangkat Daerah Optimalisasi ~ tata  kelola Digitalisasi pelayanan publik
berbasis digital transportasi

-
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BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 2025 - 2029 mendatang. Perencanaan
program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam
RPJMD Kabupaten Tabalong 2025 — 2029 menurut urusan pemerintahan bidang perhubungan.
Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai pada
tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

¢ Dasar Hukum : UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Permendagri No. 86 Tahun 2017; Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; serta RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-
2029.
e Tujuan Program: Mewujudkan layanan transportasi darat yang aman, tertib, nyaman, dan
berkelanjutan dalam rangka mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan daerah.
e Sasaran Program :
o Meningkatnya aksesibilitas dan keterhubungan antarwilayah di Kabupaten
Tabalong.
o Meningkatnya keselamatan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
e Outcome Program: Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat
e Indikator Kinerja Program (IKP) :
1. Rasio Konektivitas Darat
2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal
¢ Ruang Lingkup Kegiatan dalam Program :
1. Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
2. Penyelenggaraan Angkutan Umum (perkotaan dan perdesaan)
3. Manajemen Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas (rambu, marka, APILL, audit
keselamatan)

4. Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) dan modernisasi layanan uji kendaraan
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5. Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (rambu, lampu jalan, guardrail,
dil.)
e Manfaat :
< Transportasi darat di Kabupaten Tabalong lebih aman, tertib, dan nyaman.
< Konektivitas wilayah meningkat sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat.
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dasar Hukum : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah; serta Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Tujuan Program : Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan melalui penguatan kelembagaan, tata kelola, dan manajemen perangkat daerah.
Sasaran Program :
¢  Meningkatnya profesionalisme ASN.
. Meningkatnya efektivitas dukungan manajemen, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
QOutcome Program : Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja Program (IKP) : Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan.
Ruang Lingkup Kegiatan :
e  Dukungan manajemen dan pelayanan perkantoran.
e  Penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan.
e  Perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
e  Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
e  Fasilitasi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.
e  Dukungan fasilitasi dan penganggaran dalam rangka upaya pengoperasionalan Bandara
Warukin.
Manfaat :

e  Menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang efektif, efisien,
dan akuntabel.

e  Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan publik.

e  Menyediakan dukungan manajemen, sarana, dan prasarana kerja yang memadai sehingga
pelaksanaan program teknis dapat berjalan optimal.

¢  Memperkuat koordinasi, pembinaan, serta pengawasan melalui fasilitasi perjalanan dinas dan
kegiatan penunjang lainnya.

e  Menjadi landasan keberhasilan program utama Dinas Perhubungan, khususnya Program
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e  Mendukung keberfungsian Bandara Warukin sebagai simpul transportasi udara yang strategis
bagi konektivitas daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029



Gambar 4. 1.
Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD
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4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian outcome Meningkatnya Kualitas Layanan
Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pada periode Renstra 2025-2029
melaksanakan berbagai kegiatan yang terhimpun dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian, hingga
pelayanan transportasi darat. Pertama, dilakukan penetapan rencana induk jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan transportasi darat secara
terintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya, dilaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di
jalan Kabupaten/Kota seperti rambu, marka, dan fasilitas keselamatan untuk mendukung
keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Dalam aspek pelayanan angkutan, kegiatan meliputi pengelolaan terminal penumpang tipe
C, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang maupun barang, serta penetapan
rencana umum jaringan trayek perkotaan maupun pedesaan, yang seluruhnya diarahkan
untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat.

Sementara itu, dari sisi pengaturan dan perizinan, Dinas Perhubungan melaksanakan

penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, penerbitan izin
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penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah, serta penerbitan izin angkutan
taksi dalam satu daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban,
kepastian hukum, serta optimalisasi pelayanan transportasi.

Aspek keselamatan dan pengendalian lalu lintas didukung melalui pengujian berkala
kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ, serta persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas (Andalalin). Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin kelayakan teknis
kendaraan, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan
angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota guna
menjamin keterpaduan layanan transportasi lintas batas.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan terwujud layanan transportasi darat yang
aman, nyaman, tertib, dan terjangkau, sesuai dengan indikator kinerja program berupa Rasio
Konektivitas Darat dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal.
Kegiatan yang termasuk dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) meliputi:

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

© © N o g b~ w DN PE

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

12. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

13. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota.
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi
organisasi. Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan, tata kelola, dan manajemen
perangkat daerah sehingga kegiatan teknis di bidang transportasi dapat berjalan efektif, efisien,
dan terukur.

Kegiatan dalam program penunjang meliputi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi
kinerja perangkat daerah yang memastikan setiap program dan kegiatan selaras dengan visi,
misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, kinerja perangkat daerah
dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan guna mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan.

Selanjutnya, penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan
administrasi umum menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan organisasi. Administrasi
keuangan menjamin tertib, transparan, dan akuntabelnya pengelolaan anggaran; administrasi
kepegawaian diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan disiplin ASN;
sementara administrasi umum mendukung kelancaran operasional harian melalui layanan tata
naskah dinas, kearsipan, hingga penyediaan kebutuhan perkantoran.

Selain itu, program penunjang juga mencakup penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah seperti tenaga pendukung kebersihan, keamanan, dan jasa lainnya yang
memperlancar operasional kantor. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan
untuk menjaga sarana dan prasarana perkantoran serta aset pendukung lainnya agar tetap dalam
kondisi baik dan siap digunakan dalam mendukung pelayanan publik.

Sejalan dengan kebutuhan strategis daerah, dalam program penunjang ini juga dialokasikan
anggaran untuk mendukung upaya pengoperasionalan Bandara Warukin sebagai simpul
transportasi udara di Kabupaten Tabalong. Dukungan ini mencakup fasilitasi koordinasi, sarana
pendukung, serta aspek tata kelola kelembagaan, sehingga keberadaan Bandara Warukin dapat
semakin berkontribusi pada konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan transportasi
masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan program penunjang tersebut secara langsung berkaitan dengan
sasaran meningkatnya profesionalisme ASN dan efektivitas dukungan manajemen,
perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya
kelancaran tujuan dan fungsi perangkat daerah, yang tercermin dari meningkatnya nilai
kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan. Manfaat yang dihasilkan antara lain adalah
terselenggaranya tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang lebih baik, peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur, serta terciptanya dukungan manajemen yang memadai bagi keberhasilan

pelaksanaan program teknis utama Dinas Perhubungan.
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Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di

Dinas Perhubungan:

1
2
3
4.
5
6

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja,Indikator, Target, dan pagu indikatif

Implementasi untuk program kegiatan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negri Nomor : 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri

dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenlaktur perencanaan Pembangunan dan keuangan

daerah, sebagai berikut :

1

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan sub
kegiatan :
1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

3 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota

4 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota

2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub
kegiatan :
1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan sub kegiatan sbb :

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
3 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
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7

Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan
Fasilitas Penunjang

Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe
C

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

4  Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan

sub kegiatan sbb :

1

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan [zin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1
2

3
4

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6  Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

1 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan

2 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

3 Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

4 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)

5 Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan

6 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

7 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

8 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

9 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas

10  Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota
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11 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
3 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub kegiatan :
1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
3 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum
5 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10  Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan
untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
11  Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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12 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota ,dengan sub kegiatan :

1 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan
Kabupaten/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten
15  Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

16  Administrasi Keuangan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /
Semesteran SKPD

17  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

18  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
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3
4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

19  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1
2
3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

20  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Urusan

Pemerintah Daerah

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

-
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Tabel 4. 1.
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

NSPK DAN
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
- Mewujudkan Layanan Rasio konektivitas kabupaten/kota
Meningkatnya | Transportasi Daerah yang (7o)
llmahtas terhubung,
ayanan
infrastruktur bertefela}matan, dan
daerah berkelanjutan
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
kualitas Terhadap Pelayanan Transportasi
penyelenggaraan Daerah (Nilai)
transportasi darat
Tingkat Keselamatan Transportasi
Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)
Meningkatnya Konektivitas Darat (%) 2.15.02 - PROGRAM
kualitas PENYELENGGARAAN
layanan LALU LINTAS DAN
transportasi ANGKUTAN JALAN
darat (LLAJ)
Persentase Kelengkapan Jalan yang 2.15.02 - PROGRAM
telah Terpasang terhadap Kondisi PENYELENGGARAAN
Ideal (%) LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(LLA))

R ——
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Dokumen Rencana
Induk Jaringan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)
Kabupaten/Kota
yang ditetapkan

Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah

Rencana Induk Jaringan
LLAJ Kabupaten/Kota

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Persentase layanan jasa sarana dan 2.15.02 - PROGRAM
prasaranan fasilitas keselamatan PENYELENGGARAAN
perhubunganl (%) LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Tersedianya Jumlah dokumen Rencana Induk 2.15.02.2.01 - Penetapan

Jumlah Dokumen Penyusunan
Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Dokumen Penetapan
Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana
Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.15.02.2.01.0001 -
Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Induk Jaringan
LLAIJ Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.0002 -
Penetapan Kebijakan dan
Sosialisasi Rencana Induk
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.0004 -
Penetapan dan Sosialisasi
Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota
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secara operasional

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08)
Jumlah dokumen penetapan Rencana | 2.15.02.2.01.0005 -
Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Pelaksanaan Penyusunan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Rencana Aksi Keselamatan
(Dokumen) Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota
Tersedianya Jumlah unit perlengkapan jalan yang | 2.15.02.2.02 - Penyediaan
perlengkapan jalan | terpasang pada ruas jalan Perlengkapan Jalan di Jalan
pada jalan kabupaten/kota Kabupaten/Kota
kabupaten/kota
Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 2.15.02.2.02.0001 -
Kabupaten/Kota yang Terbangun Pembangunan Prasarana
(Unit) Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 2.15.02.2.02.0002 -
Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | Penyediaan Perlengkapan
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana Jalan yang 2.15.02.2.02.0003 -
Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan yang 2.15.02.2.02.0004 -
Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
Terkelolanya Jumlah Terminal Penumpang Tipe C 2.15.02.2.03 - Pengelolaan
Terminal yang beroperasi sesuai standar Terminal Penumpang Tipe C
Penumpang Tipe C | pelayanan
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SASARAN
RPIMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN | 4 pppRANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
01) (02) (03) (04) (05) (06) ©07) 08)

Jumlah Rencana Pembangunan
Terminal Penumpang Tipe C yang
Tersusun (Dokumen)

2.15.02.2.03.0001 -
Penyusunan Rencana
Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe C

Jumlah Terminal Penumpang Tipe C
yang diawasi (Dokumen)

2.15.02.2.03.0006 -
Pengawasan Operasional
Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Terminal yang direvitalisasi
(Fasilitas Utama dan Penunjang)
(Unit)

Jumlah sistem informasi manajemen
yang terpasang di terminal tipe C
baik secara Manual dan Digital
(Unit)

2.15.02.2.03.0007 -
Revitalisasi Terminal Tipe C
(Fasilitas Utama dan
Penunjang)

2.15.02.2.03.0008 -
Penyediaan sistem informasi
manajemen terminal
Penumpang Tipe C
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Jumlah terminal Tipe C yang
terbangun yang dilengkapi Fasilitas
Utama dan Fasilitas Penunjang
(Unit)

2.15.02.2.03.0009 -
Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe C yang
dilengkapi Fasilitas Utama
dan Fasilitas Penunjang

Jumlah Kebutuhan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Pengelola
Terminal Tipe C yang terpenuhi.
(Orang)

Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas
Utama dan Penunjang) yang
terehabilitasi dan terpelihara (Unit)

2.15.02.2.03.0010 -
Peningkatan Kapasitas
Kompetensi SDM Pengelola
Terminal Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.0011 -
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal Tipe
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fasilitas parkir

Parkir

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
C (Fasilitas Utama dan
Penunjang)
Terbitnya izin Jumlah izin penyelenggaraan dan 2.15.02.2.04 - Penerbitan
penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir yang Izin Penyelenggaraan dan
dan pembangunan diterbitkan Pembangunan Fasilitas

Jumlah Dokumen Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
(Dokumen)

2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
dan Terbangunnya Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Laporan)

2.15.02.2.04.0002 -
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
1zin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
pengujian berkala
kendaraan
bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang
diuji secara berkala

2.15.02.2.05 - Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
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manajemen dan
rekayasa lalu lintas
pada jaringan jalan
kabupaten/kota

dilaksanakan manajemen dan
rekayasa lalu lintas

Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08)

Jumlah Sarana dan Prasarana 2.15.02.2.05.0001 -

Pengujian Berkala Kendaraan Penyediaan Sarana dan

Bermotor yang Tersedia (Unit) Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah LaporanSosialisasi Standar 2.15.02.2.05.0005 -

Operasional Prosedur Pengujian Sosialisasi Standar

Berkala Kendaraan Bermotor Operasional Prosedur

(Laporan) Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana 2.15.02.2.05.0007 -

Pengujian Berkala Kendaraan Pemeliharaan Sarana dan

Bermotor yang Terpelihara (Unit) Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah Laporan Koordinasi 2.15.02.2.05.0008 -

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Koordinasi Penyelenggaraan

Kendaraan Bermotor (Laporan) Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Jumlah lokasi/ruas jalan yang 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan

Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi
dan dilakukan pengawasan terhadap
implementasi batas kecepatan
(Laporan)

2.15.02.2.06.0007 -
Monitoring dan evaluasi
Implementasi Batas
Kecepatan
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SASARAN
RPIMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN | 4 pppRANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
01) (02) (03) (04) (05) (06) ©07) 08)

Jumlah kawasan pembangunan Rute
Aman Selamat Sekolah yang
terbangun (Unit)

2.15.02.2.06.0008 -
Pembangunan Rute Aman
Selamat Sekolah (RASS)

Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah
(RASS) yang diidentifikasi dan
diawasi (Laporan)

2.15.02.2.06.0009 -
Monitoring dan evaluasi
Rute Aman Selamat Sekolah
(RASS)

Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah
(ZoSS) yang diidentifikasi dan
diawasi (Laporan)

Jumlah Ruas jalan yang terpasang
implementasi batas kecepatan (Unit)

2.15.02.2.06.0010 -
Monitoring dan evaluasi
zona selamat sekolah (ZoSS)

2.15.02.2.06.0012 -
Pembangunan Implementasi
Batas Kecepatan

Jumlah Terbangunnya Zona Selamat
Sekolah (ZOSS) (Unit)

2.15.02.2.06.0013 -
Pembangunan Zona Selamat
Sekolah (ZOSS)

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

Jumlah Laporan Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.15.02.2.06.0014 -
Sosialisasi Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)

2.15.02.2.06.0015 - Forum
Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota
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analisis dampak
lalu lintas
(Andalalin)

Lintas (Andalalin) untuk
Jalan Kabupaten/Kota

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah Perlengkapan Jalan dalam 2.15.02.2.06.0016 -
Rangka Manajemen dan Rekayasa Pengadaan dan Pemasangan
Lalu Lintas yang dilaksanakan Perlengkapan Jalan dalam
pengadaan dan Pemasangan rangka Manajemen dan
(Dokumen) Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah laporan pelaksanaan 2.15.02.2.06.0017 - Penataan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Lalu Lintas untuk Jaringan
Kabupaten/Provinsi (Laporan) Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan dan Pemasangan 2.15.02.2.06.0018 -
Sistem Manajemen Transportasi Penyelenggaraan Sistem
Cerdas (Unit) Manajemen Transportasi
Cerdas
Terbitnya Jumlah persetujuan hasil Andalalin 2.15.02.2.07 - Persetujuan
persetujuan hasil yang diterbitkan Hasil Analisis Dampak Lalu

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penilaian Hasil
Andalalin (Laporan)

2.15.02.2.07.0003 -
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penilaian Hasil Andalalin

Jumlah penilai Andalalin yang
ditingkatkan kompetensinya dan
tersertifikasi (Orang)

2.15.02.2.07.0005 -
Peningkatan Kompetensi
Penilai Andalalin
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SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah laporan Rekomendasi 2.15.02.2.07.0006 -
Persetujuan Teknis Andalalin yang Pengawasan Pelaksanaan
terawasi (Laporan) Rekomendasi Persetujuan
Teknis Andalalin
Terlaksananya Jumlah laporan hasil audit dan 2.15.02.2.08 - Audit dan
audit dan inspeksi inspeksi keselamatan LLAJ Inspeksi Keselamatan LLAJ
keselamatan LLAJ di Jalan
di jalan

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Terminal (Laporan)

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota (Laporan)

2.15.02.2.08.0003 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Terminal

2.15.02.2.08.0004 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas Angkutan
Jalan (Laporan)

2.15.02.2.08.0006 -
Pelaksanaan Inspeksi
Keselamatan Angkutan pada
Terminal Tipe C

Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum (Laporan)

2.15.02.2.08.0007 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Sistem
Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum
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kawasan perkotaan
untuk pelayanan
angkutan
perkotaan lintas
kabupaten/kota

perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan lintas kabupaten/kota

Kawasan Perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan
Perkotaan yang Melampaui
Batas 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu 2.15.02.2.08.0008 -
Lintas dan Angkutan Jalan yang Peningkatan Kapasitas
ditingkatkan kapasitasnya (Orang) Auditor dan Inspektor Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Tersedianya Jumlah armada angkutan umum yang | 2.15.02.2.09 - Penyediaan
angkutan umum beroperasi di trayek kabupaten/kota Angkutan Umum untuk Jasa
untuk jasa Angkutan Orang dan/atau
angkutan orang Barang Antar Kota dalam 1
dan/atau barang (Satu) Daerah
dalam wilayah Kabupaten/Kota
kabupaten/kota
Jumlah Laporan Pengendalian dan 2.15.02.2.09.0002 -
Pengawasan Ketersediaan Angkutan Pengendalian dan
Umum untuk Jasa Angkutan Orang Pengawasan Ketersediaan
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Angkutan Umum untuk Jasa
(Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Armada Angkutan Umum 2.15.02.2.09.0003 -
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau | Penyediaan Angkutan Umum
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) untuk Jasa Angkutan Orang
Daerah Kabupaten/Kota yang dan/atau Barang Antar Kota
Tersedia (Unit) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Ditetapkannya Jumlah dokumen penetapan kawasan | 2.15.02.2.10 - Penetapan
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Penetapan Rencana
Umum Jaringan
Trayek Perkotaan
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Jaringan Trayek Perkotaan yang
ditetapkan

Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah Dokumen Kebijakan 2.15.02.2.10.0001 -
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk | Perumusan Kebijakan
Angkutan Perkotaan Kewenangan Penetapan Kawasan
Kabupaten/Kota (Dokumen) Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji | 2.15.02.2.10.0002 -
Coba Pelaksanaan Kebijakan Sosialisasi dan Uji Coba
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk | Pelaksanaan Kebijakan
Angkutan Perkotaan Kewenangan Penetapan Kawasan
Kabupaten/Kota (Dokumen) Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah dokumen Rencana Umum 2.15.02.2.11 - Penetapan

Jumlah Dokumen Kebijakan
Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.15.02.2.11.0001 -
Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Penetapan Rencana
Umum Jaringan
Trayek Pedesaan
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Jaringan Trayek Pedesaan yang
ditetapkan

Jumlah Dokumen Kebijakan
Rencana Umum Jaringan Trayek
Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.12.0001 -
Perumusan Kebijakan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah Dokumen Penetapan 2.15.02.2.11.0002 -
Kebijakan dan Tersosialisasinya Penetapan Kebijakan dan
Rencana Umum Jaringan Trayek Sosialisasi Rencana Umum
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Jaringan Trayek Perkotaan
Kabupaten/Kota (Dokumen) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kebijakan 2.15.02.2.11.0003 -
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengendalian Pelaksanaan
Umum Jaringan Trayek Perkotaan Rencana Umum Jaringan
dalam 1 (Satu) Daerah Trayek Perkotaan dalam 1
Kabupaten/Kota (Dokumen) (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah dokumen Rencana Umum 2.15.02.2.12 - Penetapan
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SASARAN
RPIMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN | 4 pppRANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
01) (02) (03) (04) (05) (06) ©07) 08)

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji
Coba Pelaksanaan Kebijakan
Rencana Umum Jaringan Trayek
Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.15.02.2.12.0002 -
Sosialisasi dan Uji Coba
Pelaksanaan Kebijakan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Tersedianya Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
dalam Trayek
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
yang diterbitkan

Jumlah izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek lintas
daerah kabupaten/kota yang
diterbitkan

2.15.02.2.14 - Penerbitan
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Laporan)

2.15.02.2.14.0002 -
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
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SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah Laporan Pemenuhan 2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi
Persyaratan Perolehan Izin Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Angkutan Orang Perolehan Izin
dalam Trayek Kewenangan Penyelenggaraan Angkutan
Kabupaten/Kota dalam Sistem Orang dalam Trayek
Pelayanan Perizinan Berusaha Kewenangan
Terintegrasi Secara Elektronik (Unit) | Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Terbitnya Izin Jumlah izin penyelenggaraan 2.15.02.2.15 - Penerbitan
Penyelenggaraan angkutan taksi dalam wilayah Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi kabupaten/kota yang diterbitkan Angkutan Taksi yang
yang wilayah Wilayah Operasinya dalam 1
operasinya dalam 1 (Satu) Daerah
( satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Persetujuan Izin Angkutan
Taksi tidak dalam trayek sesuai
wilayah kerja kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik yang
telah memenuhi persyaratan. (Unit)

2.15.02.2.15.0003 - Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan
Taksi tidak dalam trayek
sesuai wilayah kerja
kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
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Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja Perangkat
Daerah

Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah laporan Koordinasi dan 2.15.02.2.15.0004 -
Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pengawasan Pelaksanaan
Angkutan Taksi tidak dalam trayek Izin Penyelenggaraan
sesuai wilayah operasi kewenangan Angkutan Taksi tidak dalam
Kabupaten/Kota (Dokumen) trayek sesuai wilayah operasi
kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Predikat nilai AKIP Perangkat
Kualitas Tata Daerah (Predikat)
Kelola
Pemerintahan
Perangkat Daerah
Meningkatnya Nilai Kepuasan terhadap pelayanan 2.15.01 - PROGRAM
Kelancaran kesekretariatan (%) PENUNJANG URUSAN
Tujuan dan PEMERINTAHAN
Fungsi DAERAH
Perangkat KABUPATEN/KOTA
Daerah
Tersusunnya Persentase pengelolaan 2.15.01.2.01 - Perencanaan,
dokumen Penganggaran, dan Evaluasi
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SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | 2.15.01.2.01.0006 -
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan | Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan
Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah Data Statistik Sektoral 2.15.01.2.01.0009 -
Daerah yang Telah Dikumpulkan dan | Pelaksanaan Pengumpulan
Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data Statistik Sektoral
(Data) Daerah

Terselenggaranya Persentase pengelolaan administrasi 2.15.01.2.02 - Administrasi

pengelolaan keuangan perangkat daerah yang Keuangan Perangkat Daerah

administrasi tertib, transparan, dan akuntabe]

keuangan

perangkat daerah

yang tertib,

transparan, dan

akuntabel

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

2.15.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

2.15.01.2.02.0005 -
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
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SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (0)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ | 2.15.01.2.02.0007 -
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD (Laporan)
Terlaksananya Persentase Terlaksananya 2.15.01.2.05 - Administrasi
pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara Kepegawaian Perangkat
administrasi tertib, mutakhir dan terdokumentasi Daerah
kepegawaian
secara tertib,
mutakhir dan
terdokumentasi
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 2.15.01.2.05.0002 -
Atribut Kelengkapan (Paket) Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 2.15.01.2.05.0009 -
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Terselenggaranya Persentase Terpenuhinya 2.15.01.2.06 - Administrasi
pelayanan Administrasi Umum perkantoran Umum Perangkat Daerah
administrasi umum | yang tertib dan efisien
perkantoran yang
tertib dan efisien
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NSPK DAN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08)
Jumlah Paket Komponen Instalasi 2.15.01.2.06.0001 -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen
yang Disediakan (Paket) Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2.15.01.2.06.0002 -
Perlengkapan Kantor yang Penyediaan Peralatan dan
Disediakan (Paket) Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2.15.01.2.06.0005 -
Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan
(Paket) dan Penggandaan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2.15.01.2.06.0009 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD (Laporan) Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Tersedianya jasa Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2.15.01.2.08 - Penyediaan
penunjang kegiatan | Penunjang Kegiatan yang Jasa Penunjang Urusan
yang mendukung mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Daerah
kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
pelaksanaan tugas
dan fungsi
perangkat daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Laporan)

2.15.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
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NSPK DAN

kondisi barang
milik daerah agar
tetap layak pakai
dan berfungsi
optimal

pelihara oleh perangkat daerah

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN KETERANGAN
/ SUBKEGIATAN
YANG
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2.15.01.2.08.0002 -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan (Laporan) Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2.15.01.2.08.0004 -
Pelayanan Umum Kantor yang Penyediaan Jasa Pelayanan
Disediakan (Laporan) Umum Kantor
Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah yang di | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

2.15.01.2.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara (Unit)

2.15.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.15.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029
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Tabel 4. 2.
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan

Kabupaten Tabalong 2025-2029

?(de]ancarang T! :.m dan Nilai Kepuasan terhadap
Fomasi R giat pelayanan kesekretariatan - 100 22.172.337.260 100 23.991.577.500 100 25.960.086.400 100 28.090.111.400 100 30.394.905.000
Daerah )
2.15.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan 377.950.000 379.000.000 380.000.000 700.000.000 700.000.000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
;:::z“““y“ ‘;:];““‘e" Kinerja SKPD dan Laporan
il i Hasil Koordinasi Penyusunan 21 21 377.950.000 21 379.000.000 21 380.000.000 21 700.000.000 21 700.000.000
P at Dacral Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)
Jumlah Data Statistik
Sektoral Daerah yang Telah
Dikumpulkan dan Diperiksa 3 3 3 3 3 3
Lingkup Perangkat Daerah
(Data)
2.15.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan
g:“p’;:n“"]?;i“gg‘;‘:: 299.910.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.15.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS
PERHUBUNGAN
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan .
. I Jumlah Laporan Capaian
Ikhtisar Realisasi - . A
- Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan L d
Laporan Hasil Kinerja SKPD dan Laporan
Koordinasi Hasil Koordinasi Penyusunan 21 21 299.910.000 21 300.000.000 21 300.000.000 21 500.000.000 21 500.000.000
Laporan Capaian Kinerja dan
Penyusunan Laporan N PR
. - Ikhtisar Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja dan SKPD (L )
Ikhtisar Realisasi aporany
Kinerja SKPD
2.15.01.2.01.0009 -
Pelaksanaan
Pengumpulan Data 78.040.000 79.000.000 80.000.000 200.000.000 200.000.000
Statistik Sektoral
Daerah
Terlaksananya Jumlah Data Statistik
4 Data Sektoral Daerah yang Telah
o Dil lkan dan Diperiksa 3 3 78.040.000 3 79.000.000 3 80.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000
Statistik Sektoral . s
Lingkup Perangkat Daerah
Daerah
(Data)
2.15.01.2.02 -
Administrasi
8.822.778.000 8.905.000.000 10.382.086.400 11.005.000.000 12.005.000.000
Keuangan Perangkat
Daerah
Terselenggaranya Jumlah Laporan Keuangan
pengelolaan Akhir Tahun SKPD dan
T LR LT A e 2 2 8.822.778.000 2 8.905.000.000 2 10.382.086.400 2 11.005.000.000 2 12.005.000.000
perangkat daerah yang Penyusunan Laporan
tertib, transparan, dan Keuangan Akhir Tahun
akuntabel SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
12 12 12 12 12 12
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD (Laporan)
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN 14 14 14 14 14 14
(Orang/bulan)
2.15.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan 8.818.278.000 8.900.000.000 10.377.086.400 11.000.000.000 12.000.000.000
Tunjangan ASN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN/
PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / ouTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang
Tersedianya Gaji dan Menerima Giaji dan 14 14 8.818.278.000 14 8.900.000.000 14 10.377.086.400 14 11.000.000.000 14 12.000.000.000
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
(Orang/bulan)
2.15.01.2.02.0005 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun .
Akhir Tahun SKPD dan
SKPD dan Laporan L Hasil Koordinasi
Hasil Koordinasi aporan Hast Boordinast 2 2 1500000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
A Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun |- Gt 0
SKPD aporan,
2.15.01.2.02.0007 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kevangan Bulanas/ 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Keuangan
Keuangan N
. Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/S
Semesteran SKPD dan
emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi P 12 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000
Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Keuangan .
. Bulanan/Triwulanan/Semeste
Bulanan/Triwulanan/S an SKPD (Laporan)
emesteran SKPD ran aporan
2.15.01.2.05 -
Administrasi 455.781.000 475.000.000 715.000.000 475.000.000 475.000.000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Terlaksananya
pengelolaan Jumlah Pegawai Berdasarkan
R eaUantiinzsans 15 45 455.781.000 45 475.000.000 45 715.000.000 45 475.000.000 45 475.000.000
peg: secara ¥ dan
tertib, mutakhir dan Pelatihan (Orang)
terdokumentasi
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan 1 1 1 1 1 1
(Paket)
2.15.01.2.05.0002 -
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut 114.340.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000
Kelengkapannya
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Tersedianya Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan 1 1 114.340.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000
Kelengkapan (Paket)
2.15.01.2.05.0009 -
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai 341.441.000 360.000.000 600.000.000 360.000.000 360.000.000
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Terla?(svananya Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan dan Tueas dan Funesi yane
Pelatihan Pegawai ugas dan ungs! yang 15 45 341.441.000 45 360.000.000 45 600.000.000 45 360.000.000 45 360.000.000
Mengikuti Pendidikan dan
Berdasarkan Tugas dan s
. Pelatihan (Orang)
Fungsi
2.15.01.2.06 -
Administrasi Umum 1.618.657.146 1.684.000.000 1.906.000.000 1.981.000.000 2.135.905.000
Perangkat Daerah
Terselenggaranya Jumlah Laporan
. Al Rapat 170 182 1.618.657.146 187 1.684.000.000 190 1.906.000.000 192 1.981.000.000 194 2.135.905.000
umum perkantoran Koordinasi dan Konsultasi
yang tertib dan efisien SKPD (Laporan)
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 91 103 103 103 103 103
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan 2 2 ”» ”» » 2
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang 14 20 20 20 20 20
Disediakan (Paket)
2.15.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi 28.437.382 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Jumlah Paket Komponen
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan 2 2 28.437.382 2 29.000.000 2 30.000.000 2 31.000.000 2 32.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan (Paket)
2.15.01.2.06.0002 -
ey i im 992.469.355 1.000.000.000 1.020.000.000 1.040.000.000 1.143.905.000
dan Perlengkapan
Kantor
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan
dan Perleng} Per Kantor yang 91 103 992.469.355 103 1.000.000.000 103 1.020.000.000 103 1.040.000.000 103 1.143.905.000
Kantor Disediakan (Paket)
2.15.01.2.06.0005 -
RS ey 53.898.409 55.000.000 56.000.000 60.000.000 60.000.000
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Jumlah Paket Barang Cetakan
Cetakan dan dan Penggandaan yang 14 20 53.898.409 20 55.000.000 20 56.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000
i d Disediakan (Paket)
2.15.01.2.06.0009 -
e Ry 2k 543.852.000 600.000.000 800.000.000 850.000.000 900.000.000
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Jumlah Laporan
P 1 Rapat P 1 Rapat
Al A . 170 182 543.852.000 187 600.000.000 190 800.000.000 192 850.000.000 194 900.000.000
Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD (Laporan)
2.15.01.2.08 -
Penyediaan lasa 8.848.080.296 11.248.577.500 11.027.000.000 12.028.000.000 13.029.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tersedianya jasa
penunjang kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan
JETET YD IR U 12 12 8.848.080.296 12 11.248.577.500 12 11.027.000.000 12 12.028.000.000 12 13.029.000.000
kelancaran pelaksanaan Kantor yang Disediakan
tugas dan fungsi (Laporan)
perangkat daerah
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat 1 1 1 1 1 1
(Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang 2 2 2 2 2 2
Disediakan (Laporan)
2.15.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000
Menyurat
Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Surat Jasa Surat Menyurat 1 1 25.000.000 1 26.000.000 1 27.000.000 1 28.000.000 1 29.000.000
Menyurat (Laporan)
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Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
2.15.01.2.08.0002 -
RGN 586.700.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
oimien | oL i
Komunikasi, Sumber . o 12 12 586.700.000 12 800.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000
. o Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik O
Disediakan (Laporan)
2.15.01.2.08.0004 -
(Rt 8.236.380.296 10.422.577.500 10.000.000.000 11.000.000.000 12.000.000.000
Pelayanan Umum
Kantor
Pelayanan Umum yanan 12 12 8.236.380.296 12 10.422.577.500 12 10.000.000.000 12 11.000.000.000 12 12.000.000.000
Kantor yang Disediakan
Kantor
(Laporan)
2.15.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah 2.049.090.818 1.300.000.000 1.550.000.000 1.901.111.400 2.050.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
g;::ll];a;;iy;t::}?lSl Jumlah Peralatan dan Mesin
e . Lainnya yang Dipelihara 120 129 2.049.090.818 129 1.300.000.000 129 1.550.000.000 129 1.901.111.400 129 2.050.000.000
agar tetap layak pakai (Unit)
dan berfungsi optimal
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan 34 39 39 39 39 39
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang 1 1 1 1 1 1
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
2.15.01.2.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
(e e e 529.365.000 600.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
P il Pajak ional atau Lapangan
dan Perizinan yang Dipelihara dan 34 39 529.365.000 39 600.000.000 39 800.000.000 39 800.000.000 39 800.000.000
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya (Unit)
Lapangan
2.15.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan 112.550.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Peralatan Lainnya yang Dipelihara 120 129 112.550.000 129 200.000.000 129 250.000.000 129 250.000.000 129 250.000.000
dan Mesin Lainnya (Unit)
2.15.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilit 1.407.175.818 500.000.000 500.000.000 851.111.400 1.000.000.000
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemelit /Rehabilit Lainnya yang
asi Gedung Kantor dan Dipelihara/Dirchabilitasi 1 1 1.407.175.818 1 500.000.000 1 500.000.000 1 851.111.400 1 1.000.000.000
Bangunan Lainnya (Unit)
2.15.02 - PROGRAM
PENYELENGGARA
AN LALU LINTAS 21.336.201.905 23.086.837.200 24.981.112.100 27.030.812.300 29.248.690.400
DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
Meningkatnya kualitas 2.15.0.00.0.00.01.00
layanan transportasi Konektivitas Darat (%) 86 86 21.336.201.905 87 23.086.837.200 87 24.981.112.100 88 27.030.812.300 90 29.248.690.400 00 - DINAS
darat PERHUBUNGAN
Persentase Kelengkapan Jalan
yang telah Terpasang 100 100 100 100 100 100
terhadap Kondisi Ideal (%)
Persentase layanan jasa
o (T T 100 100 100 100 100 100
fasilitas keselamatan
perhubungan (%)
2.15.02.2.01 -
Penetapan Rencana
T i 294.057.000 880.000.000 1.030.000.000 1.080.000.000 1.130.000.000
Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen Penetapan
Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Induk Rencana Induk Jaringan 2 2 294.057.000 2 880.000.000 2 1.030.000.000 2 1.080.000.000 2 1.130.000.000
Jaringan Lalu Lintas LLAJ Kabupaten/Kota
dan Angkutan Jalan (Dokumen)
(LLAJ)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
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Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan

Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN/
PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Kabupaten/Kota yang
ditetapkan
Jumlah dokumen penetapan
Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan - - 1 1 1 1
Jalan Kabupaten/Kota
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Induk " q " " q "
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Evaluasi (Reviu)
Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan - - 1 1 1 1
Jalan Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2.15.02.2.01.0001 -
Pelaksanaan
Penyusunan Rencana 222.500.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Dokumen
P Rencana P Rencana Induk
Induk Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ 1 1 222.500.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000
K Kota Kat /Kota (Dokumen)
2.15.02.2.01.0002 -
Penetapan Kebijakan
dan Sosialisasi 71.557.000 150.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000
Rencana Induk
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Dlte.tf":pkannya Jumlah Dokumen Penetapan
Kebijakan dan .. PR
Tersosialisasin Kebijakan dan Sosialisasi
crsosialisasinya Rencana Induk Jaringan 2 2 71.557.000 2 150.000.000 2 300.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000
Rencana Induk
. LLAJ Kabupaten/Kota
Jaringan LLAJ (Dokumen)
Kabupaten/Kota u
2.15.02.2.01.0004 -
Penetapan dan
Sosialisasi Rencana 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Aksi Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota
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Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Dnempka.mnya dan Jumlah Evaluasi (Reviu)
Tersosialisasinya "
Rencana Aksi Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan - - 0 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Keselamatan Lalu
. Jalan Kabupaten/Kota
Lintas dan Angkutan (Dokumen)
Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0005 -
Pelaksanaan
Penyusunan Rencana
Aksi Keselamatan Lalu 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota
Tersusun Rencana Aksi Jumlah dokut:nen penetapan
Keselamatan lalu Rencana Aksi Keselamatan
. Lalu Lintas dan Angkutan - - 0 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000
Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota
Jalan Kabupaten/kota
(Dokumen)
2.15.02.2.02 -
RayHi . 2.000.000.000 2.335.000.000 3.435.000.000 3.635.000.000 3.935.000.000
Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota
T:f::li:y:n ‘alan Jumlah Prasarana Jalan yang
;a iy imp L Terchabilitasi dan Terpelihara - - 2.000.000.000 1 2.335.000.000 1 3.435.000.000 1 3.635.000.000 1 3.935.000.000
kabupaten/kota (i
Jumlah Perlengkapan Jalan
yang Terehabilitasi dan 457 457 250 250 250 250
Terpelihara (Unit)
Jumlah Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota yang 350 250 250 250 250 250
Tersedia (Unit)
Jumlah Prasarana Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota yang - - 1 1 1 1
Terbangun (Unit)
2.15.02.2.02.0001 -
gD 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Prasarana Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota
Terbangunnya Jumlah Prasarana Jalan di
Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang - - 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000
Jalan Kabupaten/Kota Terbangun (Unit)
2.15.02.2.02.0002 -
[y . 1.750.800.149 1.625.000.000 2.635.000.000 2.785.000.000 3.035.000.000
Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Tersedianya Jumlah Perlengkapan Jalan di
Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang 350 250 1.750.800.149 250 1.625.000.000 250 2.635.000.000 250 2.785.000.000 250 3.035.000.000
Jalan Kabupaten/Kota Tersedia (Unit)
2.15.02.2.02.0003 -
Rehabilitasi dan 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Pemeliharaan
Prasarana Jalan
;Z::tfﬁ“';r“yd:n Jumlah Prasarana Jalan yang
. Terehabilitasi dan Terpelihara - - 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
Pemeliharaan .
(Unit)
Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004 -
Rehabilitasi dan 249.199.851 260.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan
;Z::tfm“:yd:n Jumlah Perlengkapan Jalan
Pemeliharaan yang Terehabilitasi dan 457 457 249.199.851 250 260.000.000 250 350.000.000 250 400.000.000 250 450.000.000
Perlengkapan Jalan Terpelihara (Unit)
2.15.02.2.03 -
Pengelolaan Terminal 483.541.165 2.550.000.000 2.863.057.779 3.232.212.045 4.150.000.000
Penumpang Tipe C
Terkelolanya Terminal Jumlah Terminal Penumpang
Penumpang Tipe C Tipe C yang diawasi - 3 483.541.165 3 2.550.000.000 3 2.863.057.779 3 3.232.212.045 3 4.150.000.000
secara operasional (Dokumen)
Jumlah Kebutuhan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Pengelola Terminal - - 1 1 1 1
Tipe C yang terpenuhi.
(Orang)
Jumlah Rencana
Pembangunan Terminal 1 B 1 1 1 B
Penumpang Tipe C yang
Tersusun (Dokumen)
Jumlah sistem informasi
manajemen yang terpasang di
B a " - - 1 1 1 1
terminal tipe C baik secara
Manual dan Digital (Unit)
Jumlah Terminal Tipe C
(Fasilitas Utama dan
Penunjang) yang - 3 3 3 3 3
terehabilitasi dan terpelihara
(Unit)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OuTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Jumlah terminal Tipe C yang
terbangun yang dilengkapi ~ B ~ ~ B 1
Fasilitas Utama dan Fasilitas
Penunjang (Unit)
Jumlah Terminal yang
direvitalisasi (Fasilitas Utama - - 1 1 1 -
dan Penunjang) (Unit)
2.15.02.2.03.0001 -
Penyusunan Rencana
Pembangunan 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0
Terminal Penumpang
Tipe C
Tersusunnya Rencana Jumlah Rencana
Pemb ;  Terminal 1 - 0 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 - 0
Terminal Penumpang Penumpang Tipe C yang
Tipe C Tersusun (Dokumen)
2.15.02.2.03.0006 -
REETEER 300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Operasional Terminal
Penumpang Tipe C
Terlaksananya Jumlah Terminal Penumpang
pengawasan terminal Tipe C yang diawasi - 3 300.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000
Penumpang Tipe C (Dokumen)
2.15.02.2.03.0007 -
Revitalisasi Terminal
Tipe C (Fasilitas 0 1.300.000.000 1.613.057.779 1.982.212.045 0
Utama dan Penunjang)
;:l;l;jiasnaz?)";minal Jumlah Terminal yang
) . direvitalisasi (Fasilitas Utama - - 0 1 1.300.000.000 1 1.613.057.779 1 1.982.212.045 - 0
Tipe C (Fasilitas dan Penunjang) (Unit)
Utama dan Penunjang) unjang,
2.15.02.2.03.0008 -
Penyediaan sistem
informasi manajemen 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
terminal Penumpang
Tipe C
Tersedianya sistem Jumlah sistem informasi
informasi gjemen yang t di - . 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000
terminal Penumpang terminal tipe C baik secara
tipe C Manual dan Digital (Unit)
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
pROCR BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT
KEGIATAN / OUTPUT DAERAH

SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

KETERANGAN

(1) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2.15.02.2.03.0009 -
Pembangunan
Terminal Penumpang
Tipe C yang dilengkapi
Fasilitas Utama dan
Fasilitas Penunjang

0 0 0 0 3.050.000.000

Terbangunnya Jumlah terminal Tipe C yang
Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi
dilengkapi fasilitas ANSUn yang D - - 0 - 0 - 0 - 0 1 3.050.000.000

o Fasilitas Utama dan Fasilitas
utama dan fasilitas

penunjang Penunjang (Unit)

2.15.02.2.03.0010 -

Peningkatan Kapasitas
Kompetensi SDM 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pengelola Terminal
Penumpang Tipe C

Terlaksana Pemenuhan Jumlah Kebutuhan
Kapasitas Sumber Kompetensi Sumber Daya
Daya Manusia Manusia Pengelola Terminal - - 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000
Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.
Tipe C (Orang)

2.15.02.2.03.0011 -
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal 183.541.165 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Tipe C (Fasilitas
Utama dan Penunjang)

Terlaksananya Jumlah Terminal Tipe C
Rehabilitasi dan (Fasilitas Utama dan

P i Terminal P jang) yang
Tipe C (Fasilitas terehabilitasi dan terpelihara
Utama dan Penunjang) (Unit)

- 3 183.541.165 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000

2.15.02.2.04 -
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan dan 350.000.000 750.000.000 800.000.000 1.350.000.000 1.468.345.645
Pembangunan Fasilitas
Parkir
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Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029 78



Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Jumlah Dokumen Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
q 41 Penyelenggaraan dan
byl d Terbangunnya Fasilitas Parkir
B P Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 350.000.000 1 750.000.000 1 800.000.000 1 1.350.000.000 1 1.468.345.645
pembangunan fasilitas .
i dala.n} Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik (Dokumen)
Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan 36 36 36 36 36 36
Terbangunnya Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Laporan)
2.15.02.2.04.0001 -
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan
Fasilitas Parkir 153.763.000 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.068.343.645
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
Terfasilitasinya
Pemenuhan Jumlah Dokumen Pemenuhan
Persyaratan Perolehan N
Izin P N Persyaratan Perolehan Izin
dan Ter o 43.“ .
Fasilitas Parkir Ter Fasilitas Parkir
Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 153.763.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 1.000.000.000 1 1.068.345.645
dalam Sistem Pelayanan
Kabupaten/Kota dalam L.
. Perizinan Berusaha
Sistem Pelayanan . .
Perizinan Berusaha Termtegr.as: Secara
. . Elektronik (Dokumen)
Terintegrasi Secara
Elektronik
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
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BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
2.15.02.2.04.0002 -
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan Izin 196.237.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 36 36 196.237.000 36 250.000.000 36 300.000.000 36 350.000.000 36 400.000.000
P dan Ter Fasilitas Parkir
Tert Fasilitas K Kat Kota
Parkir Kewenangan (Laporan)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 -
Pengujian Berkala 3.743.380.000 1.980.000.000 2.000.000.000 2.020.000.000 2.040.000.000
Kendaraan Bermotor
T .Il’umla.l; Laporan ];oordifl.asi
pengujian berkala enyelenggaraan engujian - 4 3.743.380.000 4 1.980.000.000 4 2.000.000.000 4 2.020.000.000 4 2.040.000.000
kendaraan bermotor Berkala Kendaraan Bermotor
(Laporan)
Jumlah LaporanSosialisasi
Standar Operasional Prosedur ~ 1 1 1 1 1
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor (Laporan)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Ke{ldaraan 13 13 3 13 13 13
Bermotor yang Terpelihara
(Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kel?daraan 13 14 14 14 14 14
Bermotor yang Tersedia
(Unit)
2.15.02.2.05.0001 -
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengujian 3.280.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Berkala Kendaraan
Bermotor
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
OUTCOME /
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN
OuTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
ouTPUT

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01

(02)

(03)

(049

(03)

(06)

(08)

(09)

10

()

(12)

3

(14)

as)

Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor yang Tersedia
(Unit)

3.280.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

2.15.02.2.05.0005 -
Sosialisasi Standar
Operasional Prosedur
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Tersosialisasinya
Standar Operasional
Prosedur Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor

Jumlah LaporanSosialisasi
Standar Operasional Prosedur
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor (Laporan)

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

2.15.02.2.05.0007 -
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

343.380.000

350.000.000

360.000.000

370.000.000

380.000.000

Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor yang Terpelihara
(Unit)

343.380.000

350.000.000

360.000.000

370.000.000

380.000.000

2.15.02.2.05.0008 -
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

Terlaksananya
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah Laporan Koordinasi
Penyelenggaraan Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
(Laporan)

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2.15.02.2.06 -
Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

7.195.523.783

6.690.000.000

6.725.000.000

6.815.000.000

6.855.000.000

Terlaksananya
manajemen dan
rekayasa lalu lintas
pada jaringan jalan
kabupaten/kota

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan

Jumlah lokasi Rute Aman
Sekolah (RASS) yang
diidentifikasi dan diawasi
(Laporan)
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7.195.523.783

6.690.000.000

6.725.000.000

6.815.000.000

6.855.000.000
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
OUTCOME /
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN
OuTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
ouTPUT

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01

(02)

(03)

(049

(03)

(06)

(08)

(09)

10

()

(12)

3

(14)

as)

Jumlah kawasan
pembangunan Rute Aman
Selamat Sekolah yang
terbangun (Unit)

Jumlah laporan Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota (Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan
Penataan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Provinsi
(Laporan)

Jumlah Laporan Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Terbangunnya Zona
Selamat Sekolah (ZOSS)
(Unit)

Jumlah Ruas jalan yang
terpasang implementasi batas
kecepatan (Unit)

Jumlah Ruas jalan yang
diidentifikasi dan dilakukan
pengawasan terhadap
implementasi batas kecepatan
(Laporan)

Jumlah Perlengkapan Jalan
dalam Rangka Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas
yang dilaksanakan pengadaan
dan Pemasangan (Dokumen)

Jumlah Pengadaan dan
Pemasangan Sistem
Manajemen Transportasi
Cerdas (Unit)

Jumlah lokasi Zona Selamat
Sekolah (ZoSS) yang
diidentifikasi dan diawasi
(Laporan)

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
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BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
2.15.02.2.06.0007 -
Monitoring dan 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
evaluasi Implementasi
Batas Kecepatan
Terlaksananya Jumlah Ruas jalan yang
identifikasi dan diidentifikasi dan dilakukan
p terhadap p terhadap - - 0 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000
1 i Batas impl i batas k
Kecepatan (Laporan)
2.15.02.2.06.0008 -
Pembangunan Rute
Aman Selamat Sekolah 1.335.012.400 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
(RASS)
Jumlah kawasan
t Rute it Rute Aman
Aman Selamat Sekolah Selamat Sekolah yang 4 4 1.335.012.400 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000
terbangun (Unit)
2.15.02.2.06.0009 -
Monitoring dan
evaluasi Rute Aman 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Selamat Sekolah
(RASS)
Tﬂlaksmapya Jumlah lokasi Rute Aman
identifikasi dan Sekolah (RASS) yang
pengawasan terhadap crolal (RASS) yang - - 0 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000
diidentifikasi dan diawasi
Rute Aman Selamat (Laporan)
Sekolah (RASS) P!
2.15.02.2.06.0010 -
Wity am 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
evaluasi zona selamat
sekolah (ZoSS)
Terlaksananya Jumlah lokasi Zona Selamat
identifikasi dan Sekolah (ZoSS) yan
pengawasan terhadap colah (£055) yang - . 0 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000
diidentifikasi dan diawasi
zona selamat sekolah (Laporan)
(20SS) P
2.15.02.2.06.0012 -
R 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Implementasi Batas
Kecepatan
Terbangunnya Jumlah Ruas jalan yang
implementasi batas terpasang implementasi batas - - 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000
kecepatan kecepatan (Unit)
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
OUTCOME /
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN
OuTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01

(02)

(03)

(049

(03)

(06)

(08)

(09)

10

()

(12)

3

(14)

as)

2.15.02.2.06.0013 -
Pembangunan Zona
Selamat Sekolah
(ZOSS)

887.953.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

Terbangunnya Zona
Selamat Sekolah
(ZOSS)

Jumlah Terbangunnya Zona
Selamat Sekolah (ZOSS)
(Unit)

887.953.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

2.15.02.2.06.0014 -
Sosialisasi Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

343.623.383

375.000.000

390.000.000

450.000.000

470.000.000

Terlaksananya
Sosialisasi Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

343.623.383

375.000.000

390.000.000

450.000.000

470.000.000

2.15.02.2.06.0015 -
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

267.000.000

280.000.000

300.000.000

330.000.000

350.000.000

Terlaksananya Forum
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.0016 -
Pengadaan dan
Pemasangan
Perlengkapan Jalan
dalam rangka
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah laporan Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota (Laporan)

267.000.000

4.361.935.000

280.000.000

3.000.000.000

300.000.000

3.000.000.000

330.000.000

3.000.000.000

350.000.000

3.000.000.000

Terlaksananya
Pengadaan dan
Pemasangan
Perlengkapan Jalan
dalam Rangka
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Perlengkapan Jalan
dalam Rangka Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas
yang dilaksanakan pengadaan
dan Pemasangan (Dokumen)

4.361.935.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.15.02.2.06.0017 -
Penataan Manajemen
dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

e ——
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75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000
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Kompetensi Penilai
Andalalin
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Jumlah laporan.pela.ksanaan
. Penataan Manajemen dan
penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk
dan Rekayasa Lalu KAy - - 0 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000
N . Jaringan Jalan
Lintas Untuk Jaringan .
Kabupaten/Provinsi
Jalan Kabupaten/Kota
(Laporan)
2.15.02.2.06.0018 -
enveloissataan 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
Sistem Manajemen
Transportasi Cerdas
Jumlah Pengadaan dan
Terselenggaranya Pemasangan Sistem
Sistem Manajemen sang . 0 0 0 1 1.200.000.000 1 1.200.000.000 1 1.200.000.000 1 1.200.000.000
Transportasi Cerdas Manajemen Transportasi
Cerdas (Unit)
2.15.02.2.07 -
Persetujuan Hasil
nalisElanna ke 234.035.000 288.435.523 273.000.000 282.000.000 291.000.000
Lintas (Andalalin)
untuk Jalan
Kabupaten/Kota
a A Jumlah penilai Andalalin
Terbitnya persetujuan g gl
hasil analisis dampak yang A 1 2 234.035.000 2 288.435.523 2 273.000.000 2 282.000.000 2 291.000.000
lalu lintas (Andalalin) ompetersinadan
tersertifikasi (Orang)
Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Penilaian 1 1 1 1 1 1
Hasil Andalalin (Laporan)
Jumlah laporan Rekomendasi
Persetujuan Teknis Andalalin 1 1 1 1 1 1
yang terawasi (Laporan)
2.15.02.2.07.0003 -
Koordinasi dan 183.845.000 210.000.000 215.000.000 220.000.000 225.000.000
Sinkronisasi Penilaian
Hasil Andalalin
;l;erlal;‘sana.n;': Jumlah Laporan Koordinasi
oordmast &an dan Sinkronisasi Penilaian 1 1 183.845.000 1 210.000.000 1 215.000.000 1 220.000.000 1 225.000.000
Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (L
Hasil Andalalin asil Andalalin (Laporan)
2.15.02.2.07.0005 -
Peningkatan 31.150.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 43.000.000
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BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Meningkatnya Jl;:lla:it?:gll(l::k./::dalalm
Kompetensi Penilai yang ! 1 2 31.150.000 2 35.000.000 2 37.000.000 2 40.000.000 2 43.000.000
Andalalin kompetensinya dan
tersertifikasi (Orang)
2.15.02.2.07.0006 -
Pengawasan
Pelaksanaan 19.040.000 43.435.523 21.000.000 22.000.000 23.000.000
Rekomendasi
Persetujuan Teknis
Andalalin
Terlaksananya
ﬁ:?agl:::::: Jumlah laporan Rekomendasi
‘ . Persetujuan Teknis Andalalin 1 1 19.040.000 1 43.435.523 1 21.000.000 1 22.000.000 1 23.000.000
Rekomendasi P i (L )
Persetujuan Teknis yang terawast (Laporan,
Andalalin
2.15.02.2.08 - Audit
dan Inspeksi
Keselamatan LLAJ di 959.638.600 1.285.800.000 990.500.000 1.000.500.000 1.012.000.000
Jalan
g::"“::“;;‘;ya audit Jumlah laporan Tnspeksi
P . Keselamatan Lalu Lintas - - 959.638.600 1 1.285.800.000 1 990.500.000 1 1.000.500.000 1 1.012.000.000
keselamatan LLAJ di
9 Angkutan Jalan (Laporan)
jalan
Jumlah Auditor dan Inspektor
Lalu Lintas dan Angkutan 1 1 1 1 1 1
Jalan yang ditingkatkan
kapasitasnya (Orang)
Jumlah Laporan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi 3 3 3 3 3 3
Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota
(Laporan)
Jumlah laporan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Sistem Manajemen 3 3 3 3 3 3
Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum (Laporan)
Jumlah Laporan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan 3 3 3 3 3 3
Terminal (Laporan)
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
OUTCOME /
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN
OuTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01

(02)

(03)

(049

(03)

(06)

(08)

(09)

10

()

(12)

3

(14)

as)

2.15.02.2.08.0003 -
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Terminal

412.157.000

461.000.000

371.000.000

375.500.000

380.000.000

Terlaksananya
Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Terminal

Jumlah Laporan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Terminal (Laporan)

412.157.000

461.000.000

371.000.000

375.500.000

380.000.000

2.15.02.2.08.0004 -
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Pemenuhan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Kompetensi
Pengemudi Kendaraan
Bermotor
Kabupaten/Kota

267.000.000

370.000.000

272.500.000

273.000.000

274.000.000

Terlaksananya
Inspeksi, Audit dan
Pemantauan
Pemenuhan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Kompetensi
Pengemudi Kendaraan
Bermotor
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota
(Laporan)

267.000.000

370.000.000

272.500.000

273.000.000

274.000.000

2.15.02.2.08.0006 -
Pelaksanaan Inspeksi
Keselamatan Angkutan
pada Terminal Tipe C

83.800.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Terlaksananya
Inspeksi Keselamatan
Lalu Lintas Angkutan
Jalan

2.15.02.2.08.0007 -
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Sistem Manajemen
Keselamatan
Perusahaan Angkutan
Umum

Jumlah laporan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Laporan)

250.481.600

83.800.000

340.000.000

70.000.000

245.500.000

70.000.000

250.000.000

70.000.000

255.500.000

Terlaksananya
Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem
Manajemen

K

Jumlah laporan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Sistem Manajemen
Kesel

Perusahaan Angkutan
Umum

e ——
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250.481.600

340.000.000

245.500.000

250.000.000

255.500.000
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
2.15.02.2.08.0008 -
Peningkatan Kapasitas
Auditor dan Inspektor 30.000.000 31.000.000 31.500.000 32.000.000 32.500.000
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Meningkatnya Jumlah Auditor dan Inspektor
Kapasitas Auditor dan - Lalu Lintas dan Angkutan 1 1 30.000.000 1 31.000.000 1 31,500,000 1 32.000.000 1 32.500.000
Inspektor Lalu Lintas Jalan yang ditingkatkan
dan Angkutan Jalan kapasitasnya (Orang)
215.02.2.09 -
Penyedia
an
Angkuta
n
2.15.02.2.10
215.02.211 Umum
untuk
Jasa 5.059.099.000 4.661.266.000 4.947.000.000 5.697.550.000 6.148.000.000
Angkuta
n Orang
dan/atau
Barang
Antar
Kota
dalam 1
(Satu)
Daerah
Kabupat
en/Kota
Jumlah Laporan
di angkutan P dalian dan
umum untuk jasa Pengawasan Ketersediaan
angkutan orang Angkutan Umum untuk Jasa
i e e e 4 4 5.059.099.000 4 4.661.266.000 4 4.947.000.000 4 5.697.550.000 4 6.148.000.000
wilayah Barang Antar Kota dalam 1
kabupaten/kota (Satu) Kabupaten/Kota
(Laporan)
Jumlah Armada Angkutan
Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu) Daerah ® e ez @l @ @
Kabupaten/Kota yang
Tersedia (Unit)
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
OUTCOME /
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN
OuTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
ouTPUT

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01

(02)

(03)

(049

(03)

(06)

(08)

(09)

10

()

(12)

3

(14)

as)

2.15.02.2.09.0002 -
Pengendalian dan
Pengawasan
Ketersediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

343.333.000

345.500.000

347.000.000

347.550.000

348.000.000

Terkendalinya dan
Terawasinya
K iaan Anek

Jumlah Laporan
Pengendalian dan

g
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.0003 -
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

P K

Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
(Laporan)

343.333.000

4.715.766.000

345.500.000

4.315.766.000

347.000.000

4.600.000.000

347.550.000

5.350.000.000

348.000.000

5.800.000.000

Tersedianya Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Armada Angkutan
Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang
Tersedia (Unit)

55

4.715.766.000

57

4.315.766.000

61

4.600.000.000

62

5.350.000.000

63

5.800.000.000

2.15.02.2.10-
Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan
Perkotaan yang
Melampaui Batas 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

502.665.000

525.000.000

650.000.000

650.000.000

650.000.000

Ditetapkannya
kawasan perkotaan
untuk pelayanan
angkutan perkotaan
lintas kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Kebijakan
Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

502.665.000

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
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525.000.000

650.000.000

650.000.000

650.000.000
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Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OuTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01 (02) (03) (049 (03) (06) (07) (08) (09) 10 () (12) 3 (14) as)
Jumlah Dokumen Sosialisasi
dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan
Kawasan Perkotaan untuk - - 1 1 1 1
Angkutan Perkotaan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2.15.02.2.10.0001 -
Perumusan Kebijakan
Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk 502.665.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Angkutan Perkotaan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terciptanya Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan
Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Angkutan 1 1 502.665.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000
Angkutan Perkotaan
Kewenangan Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.15.02.2.10.0002 -
Sosialisasi dan Uji
Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan
Kawasan Perkotaan 0 125.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
untuk Angkutan
Perkotaan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Tersosialisasinya dan
Terlaksananya Uji Jumlah Dokumen Sosialisasi
Coba Pelaksanaan dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Kebijakan Penetapan
Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan untuk - - 0 1 125.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
untuk Angkutan Angkutan Perkotaan
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan (Dokumen)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11 -
Penetapan Rencana
UmmndTHTE I bega 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 600.000.000
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Terlaksananya Jumlah Dokumen Kebijakan
Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan
Umum Jaringan Trayek Rencana Umum Jaringan
Perkotaan dalam 1 ek R e G - - - 300.000.000 - 300.000.000 - 300.000.000 - 600.000.000
(Satu) Daerah (Satu) Daerah
K Kota Kat /Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Kebijakan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1 - - 1 1 1 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Penetapan
Kebijakan dan
Tersosialisasinya Rencana
Umum Jaringan Trayek - - - - - -
Perkotaan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2.15.02.2.11.0001 -
Pelaksanaan
Penyusunan Rencana
Umum Jaringan Trayek 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Dokumen Kebijakan
Penyusunan Rencana )
Umum Jaringan Trayck Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1 - - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah (Satu) Dacrah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.15.02.2.11.0002 -
Penetapan Kebijakan
dan Sosialisasi
Rencana Unum 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
E:;LZ‘;:?;Z: Jumlah Dokumen Penetapan
S Kebijakan dan
Rencana Umum Ter | X Rencana
. ‘Umum Jaringan Trayek - - - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - 200.000.000
Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 Perkotaan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
(Satu) Daerah (Dokumen)
Kabupaten/Kota
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Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
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BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
2.15.02.2.11.0003 -
Pengendalian
Pelaksanaan Rencana
Umum Jaringan Trayek 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Terkendalinya Jumlah Dokumen Kebijakan
P Rencana P dalian P
Umum Jaringan Trayek Rencana Umum Jaringan
Perkotaan dalam 1 Trayek Perkotaan dalam 1 - - 0 - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - 200.000.000
(Satu) Dacrah (Satu) Daerah
Kat Kota Kat 'Kota (Dokumen)
2.15.02.2.12 -
Penetapan Rencana
Ui T Tyt 0 125.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Pedesaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
) Jumlah Dokumen Kebijakan
Penetapan Rencana 3
Unnum Jaringan Trayek Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan - - 0 1 125.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
Pedesaan dalam 1
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Satu) Daerah (Dokumen)
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Sosialisasi
dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Rencana Umum ~ R 1 1 1 1
Jaringan Trayek Pedesaan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2.15.02.2.12.0001 -
Perumusan Kebijakan
Rencana Unum 0 75.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Jaringan Trayek
Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terciptanya Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan
Rencana Umum Rencana Umum Jaringan
Jaringan Trayek Trayek Pedesaan - - 0 1 75.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Pedesaan K K K ota
Kabupaten/Kota (Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN/
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
2.15.02.2.12.0002 -
Sosialisasi dan Uji
Coba Pelaksanaan
Kebijakan Rencana 0 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Umum Jaringan Trayek
Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Tersosialisasinya dan T
" Jumlah Dokumen Sosialisasi
Terlaksananya Uji o
dan Uji Coba Pelaksanaan
Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum
Kebijakan Rencana i - - 0 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
. Jaringan Trayek Pedesaan
Umum Jaringan Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pedesaan Kewenangan (Dokumen)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14 -
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan
A Ormdiim 514.262.357 516.335.677 517.554.321 518.550.255 519.344.755
Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
. . Jumlah Laporan Pemenuhan
Tersedianya Izin .
H R R Persyaratan Perolehan Izin
Angkutan Orang dalam (e B Em AL arim
Trayek Lintas Daerah e
Y Kewenangan Kabupaten/Kota - - 514.262.357 1 516.335.677 1 517.554.321 1 518.550.255 1 519.344.755
Kabupaten/Kota dalam .
dalam Sistem Pelayanan
1 (Satu) Daerah P
Perizinan Berusaha
Kabupaten/Kota yang N n
diterbitkan Terintegrasi Secara
Elektronik (Unit)
Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan 12 12 12 12 12 12
Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Laporan)
2.15.02.2.14.0002 -
Koordinasi dan
bl 514.262.357 416.335.677 417.554.321 418.550.255 419.344.755
Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
OUTCOME /
KEGIATAN/

SUBKEGIATAN
OuTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01

(02)

(03)

(049

(03)

(06)

(08)

(09)

10

()

(12)

3

(14)

as)

Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi

Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan
P Izin

P Izin

Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota

P 1 Angkutan
Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Laporan)

514.262.357

416.335.677

417.554.321

418.550.255

419.344.755

2.15.02.2.14.0003 -
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Terfasilitasinya
Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyel

Jumlah Laporan Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin

Angkutan Orang dalam

P it Angkutan

Trayek K
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Orang dalam Trayek
K K: ota
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik (Unit)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

2.15.02.2.15 -
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang
Wilayah Operasinya
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
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200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000
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Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Terintegrasi Secara
Elektronik yang telah
memenuhi persyaratan. (Unit)

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029

BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
R OGIEM BASELINE
OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) 13 (14) (15)
Jumlah Persetujuan Izin
T Angkutan Ta.ksi. tidak dal?m
e e trayek sesuai wilayah kerja
Pt Wbt kewenangan Kabupaten/Kota
. . dalam Sistem Pelayanan - - 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000
wilayah operasinya L.
Perizinan Berusaha
dalam 1 ( satu) Daerah q A
Kabupaten/Kota Tenntegasn Secara
Elektronik yang telah
memenuhi persyaratan. (Unit)
Jumlah laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan ~ B 1 1 1 1
Taksi tidak dalam trayek
sesuai wilayah operasi
kewenangan Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2.15.02.2.15.0003 -
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi tidak
dalam trayek sesuai
wilayah kerja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
Terpenuhinya
Persyaratan Perolehan Jumlah Persetujuan Izin
Izin Angkutan Taksi Angkutan Taksi tidak dalam
tidak dalam trayek trayek sesuai wilayah kerja
sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota
kewenangan dalam Sistem Pelayanan - - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Kabupaten/Kota dalam Perizinan Berusaha
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2.15.02.2.15.0004 -
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Taksi tidak
dalam trayek sesuai
wilayah operasi
kewenangan
Kabupaten/Kota

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan

P Izin

Jumlah laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan
Angkutan Taksi tidak
dalam trayek sesuai
wilayah operasi
kewenangan
Kabupaten/Kota

A
L;

Taksi tidak dalam trayek
sesuai wilayah operasi
kewenangan Kabupaten/Kota
(Dokumen)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000
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4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembagunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun
2025-2029, Dinas Perhubungan melaksanakan berbagai sub kegiatan yang menjadi turunan dari program
dan kegiatan utama. Sub kegiatan ini mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelayanan, hingga
dukungan kelembagaan yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman,
tertib, dan terjangkau serta meningkatkan profesionalisme perangkat daerah.

Sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) antara
lain bisa kita lihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4. 3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Tabalong

KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
1. 2.15.02 - PROGRAM Meningkatnya kualitas layanan | 2.15.02.2.01 - Penetapan
PENYELENGGARAAN transportasi darat Rencana Induk Jaringan LLAJ
LALU LINTAS DAN Kabupaten/Kota

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.15.02.2.01.0001 -
Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.0002 - Penetapan
Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.0004 - Penetapan
dan Sosialisasi Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.0005 -
Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02 - Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02.0001 -
Pembangunan Prasarana Jalan
di Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02.0003 -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan

2.15.02.2.02.0004 -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan
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KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05)

2.15.02.2.03 - Pengelolaan
Terminal Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.0001 -
Penyusunan Rencana
Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.0006 -
Pengawasan Operasional
Terminal Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.0007 -
Revitalisasi Terminal Tipe C
(Fasilitas Utama dan
Penunjang)

2.15.02.2.03.0008 - Penyediaan
sistem informasi manajemen
terminal Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.0009 -
Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe C yang
dilengkapi Fasilitas Utama dan
Fasilitas Penunjang

2.15.02.2.03.0010 -
Peningkatan Kapasitas
Kompetensi SDM Pengelola
Terminal Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.0011 -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terminal Tipe C (Fasilitas
Utama dan Penunjang)

2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir

2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.05 - Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi
Standar Operasional Prosedur
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KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05)

Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

2.15.02.2.05.0007 -
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi
Penyelenggaraan Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.06 - Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.0007 - Monitoring
dan evaluasi Implementasi
Batas Kecepatan

2.15.02.2.06.0008 -
Pembangunan Rute Aman
Selamat Sekolah (RASS)

2.15.02.2.06.0009 - Monitoring
dan evaluasi Rute Aman
Selamat Sekolah (RASS)

2.15.02.2.06.0010 - Monitoring
dan evaluasi zona selamat
sekolah (ZoSS)

2.15.02.2.06.0012 -
Pembangunan Implementasi
Batas Kecepatan

2.15.02.2.06.0013 -
Pembangunan Zona Selamat
Sekolah (ZOSS)

2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.0015 - Forum
Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan
dan Pemasangan Perlengkapan
Jalan dalam rangka Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas

2.15.02.2.06.0017 - Penataan
Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.0018 -
Penyelenggaraan Sistem
Manajemen Transportasi
Cerdas

2.15.02.2.07 - Persetujuan
Hasil Analisis Dampak Lalu

|
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029



KEGIATAN /

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi
dan Sinkronisasi Penilaian
Hasil Andalalin

2.15.02.2.07.0005 -
Peningkatan Kompetensi
Penilai Andalalin

2.15.02.2.07.0006 -
Pengawasan Pelaksanaan
Rekomendasi Persetujuan
Teknis Andalalin

2.15.02.2.08 - Audit dan
Inspeksi Keselamatan LLAJ di
Jalan

2.15.02.2.08.0003 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Terminal

2.15.02.2.08.0004 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.08.0006 -
Pelaksanaan Inspeksi
Keselamatan Angkutan pada
Terminal Tipe C

2.15.02.2.08.0007 -
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Sistem
Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum

2.15.02.2.08.0008 -
Peningkatan Kapasitas Auditor
dan Inspektor Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

2.15.02.2.09 - Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.0002 -
Pengendalian dan Pengawasan
Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

|
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029



KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (03)

2.15.02.2.10 - Penetapan
Kawasan Perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan Perkotaan
yang Melampaui Batas 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.10.0001 - Perumusan
Kebijakan Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi
dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
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4,5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029 Melalui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU
berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah
direncanakan, sekaligus memastikan keterkaitannya dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan
daerah. Dengan adanya IKU, kinerja Dinas Perhubungan dapat diukur secara obyektif, terarah, dan
berkesinambungan sehingga memberikan gambaran nyata atas capaian pembangunan sektor
transportasi di Kabupaten Tabalong.

Pada tabel berikut ini dapat disajikan target penyelenggaraan kinerja Perhubungan Kabupaten
Tabalong Tahun 2026 — 2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti tabel dibawah ini :
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Tabel 4. 4.
Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN | TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 2.15.0.00.0.00.01.0000
- DINAS
PERHUBUNGAN
2. Indeks Kepuasan Nilai 83 85 86 87 88 &9 90
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Transport
asi Daerah
3. Tingkat Keselamatan | Persentase 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Transportasi Daerah
Kabupaten/Kota
4. Predikat nilai AKIP Pre dikat BB BB BB BB BB A A
Perangkat Daerah
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4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 Melalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK menjadi instrumen
penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan di bidang perhubungan,
sekaligus memastikan keterpaduan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tujuan
pembangunan daerah. Melalui IKK, capaian kinerja dapat dipantau secara lebih rinci sehingga
mendukung terwujudnya layanan transportasi yang aman, tertib, dan terjangkau sesuai dengan sasaran
Renstra Tahun 2025-2029.

Selanjutnya untuk target penyelenggaraan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026
— 2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat disajikan berikut ini :
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Tabel 4. 5.
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS  SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 | 2027 @ 2028 | 2029 2030

(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) | (08) 09) | (10) (11) (12)
1. 2.15 - URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PERHUBUNGAN
2. Rasio konektivitas | positif % 86 86 86 87 87 88 90

kabupaten/kota
3. Kinerja Lalu Lintas | positif % 51 51 51 51 51 51 51

Kabupaten/Kota
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong ini merupakan
dokumen yang akan dijadikan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan selama tahun 2025 - 2029, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029

Renstra Dinas Perhubungan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama lima tahun
kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Renstra Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra
Dinas Perhubungan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang
merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong selama lima tahun yang
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong (RKA-DISHUB) sebagai dokumen perencanaan program dan
anggaran tahunan. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong 2025 - 2029 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Tabalong/Provinsi/DAK K/L dan Pihak swasta.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Pengendalian

Renstra Dinas Perhubungan akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Tabalong
secara kolektif melalui Baperida. Dalam pelaksanaan Renstra senantiasa dilakukan pengawasan dan
evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan
fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan
pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada
seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong.

Sasaran Strategis Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 2025 - 2029 diarahkan
dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong 2025-2029 106



Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara
berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-
masing unsur satuan unit kerja. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan
oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong 2025-2029 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta
disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong. Pada akhir periode (tahun 2029) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong 2025 - 2029, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan
Rencana Strategis periode selanjutnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 2025 - 2029 disusun berdasarkan
sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima
tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan
mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek
operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur.

Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan
yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi
dan kajian yang objektif.

Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan ketentuan-ketentuan terkait penetapan
target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong selaku dinas teknis
yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam bidang Perhubungan, maka akan
dilakukan review dan penyesuaian yang perlu terhadap indikator dan target kinerja yang tercantum
dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

2025 - 2029, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut:

L
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Tabel 5. 1.
Organisasi Penyelenggara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 — 2029

No. Pejabat Pelaksana Kedudukan
1. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Penanggungjawab Program dan
Kebijakan Strategis

2. | 2.1 Sekretaris

2.2 Kepala Bidang Sarana dan Prasana

2.3 Kepala Bidang LaLu Lintas dan Keselamatan Penanggungjawab Program

2.4  Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Kegiatan dan Dana Indikatif

2.5 Kepala UPTD

3. Para pemangku jabatan struktural Eselon III, IV dan PNS | Penanggungjawab Pelaksanaan
golongan III serta PPPK di Lingkungan Dinas Perhubungan Program, Kegiatan dan sub
Kabupaten Tabalong kegiatan

Tanjung, Agustus 2025

Kepala Dinas Perhubungan

TUMBUR PARULIAN MANALU,S.STP,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780508 199612 1 002
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